SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :54 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

: 4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur Standar harga
satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan

ayat (2] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, mengatur Kepala Daerah
menetapkan standar harga satuan biaya honorarium,
perjalanian dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di
dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan
regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran dan Kepala Daerah dapat
menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.sebagaimana;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Makassar tentang Standar Biaya Umum Kota
Makassar Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomeor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2020 Nomor 5960);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 767);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR BIAYA

UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)

(2)

(3)

(1)

Daerah adalah Kota Makassar.

Walikota adalah Walikota Makassar.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
tugas dan fungsinya.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang
ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
¢. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

d. satuan biaya pemeliharaan.

Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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(2} Dalam perencanaan anggaran, standar biaya umum Kota Makassar Tahun
2021 berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya umum Kota Makassar Tahun
2021 berfungsi sebagai:

a, batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan
kegiatan; dan

b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampau karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar.

Pasal 4

(1) Peraturan Walikota ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan,
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Walikota dapat menetapkan standar biaya umum selain ini berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Mekanisme pengajuan standar biaya tambahan dilaksanakan dengan surat
permohonan pengusulan standar biaya tambahan kepala SKPD kepada
Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(5) berdasarkan hasil keputusan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
diusulkan kepada Walikota Keputusan standar biaya tambahan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar danj/atau kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan terhadap

standar biaya umum sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota
1111.

Pasal 6

Ketentuan mengenai standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk perencanaan dan

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2021.



BAB 11l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR
TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 54



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR :54 Tahun 2020

TANGGAL :31 Agustus 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuaj dengan amanat Peratura Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai
pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD} serta dalam rangka
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (APBD).

Ketentuan Lampiran | dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas
tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun
pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;

2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan

3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas,

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, dan BIAYA

LAINNYA

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Pejabat Pengelola Keunangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA];

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPDY};

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan
Pembantu.

Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD]

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung
jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih

dari

1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai

dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas



pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi
honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu
pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang
dikelolanya;

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :

1} Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh
PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam

1 {satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai
berikut:

a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD
sebelum penggabungan; dan

b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu
yang dikelola PPK-SKPD.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium
dimaksud.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tunjangan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Tunjangan diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa serta Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaaan Barang
dan Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,
konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.4 Honorarium Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus
Barang ‘
Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk
membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2.6 Honorarium Pembantu Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pembantu péngurus barang untuk
membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

3.1 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium  diberikan kepada Pegjabat Pemeriksa  Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan
pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium  diberikan kepada Panitia Pemeriksa  Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa  untuk melaksanakan
pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.3 Besaran Maksimum Jasa Perencanaan dan Pengawasan
Besaran persentase maksimum belanja jasa perencanaan dan
pengawasan lerhadap pengadaan barang konstruksi yang
membutuhkan perencanaan dan pengawasan.
Honorarium Tunjangan Khusus BUD/Kuasa BUD/Kuasa BUD Pengganti
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Honorarium tunjangan khusus yang diberikan BUD/Kuasa BUD/Kuasa
BUD Pengganti dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

dan Panitia

5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan).



5.2

5.3

5.4

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit,
baik secara panel atau individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari :

1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyai-akat; atau

2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kkegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan /atau masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
satuan Kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.

Y]

Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur

sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada

kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,

workshop, ° sarasehan, simposium, lokakarya, focus group

discussion, dan kegiatan sejenis {tidak termasuk untuk kegiatan

pendidikan dan pelatihanj).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara; atau

b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat dacrah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil
negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang
minimal Menteri, Walikota /Wakil Walikota, dan/atau
Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan Kkerja
perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis



sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kKerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% ({sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah
panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal
20 (dua puluh) orang,.

Sedangkan untuk jumiah peserta kurang dari 40 (empat puluh)
orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat
daecrah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon IlI, pejabat eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan

sebagai berikut:

_N_Qi);'-.l I _Jabatan™ . . . _ - Juﬁ;lalj"Maksimal
1 | Pejabat Eselon il 2 Org
2 | Pejabat Eselon Il 3 Org
3 | Pejabat Eselon [V, Pelaksana, dan 5 Org
Pejabat Fungsional

6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat Keputusan Walikota atau Sekretaris
Daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:



6.2

a. mempunyai keluaran foutput] jelas dan terukur;

Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diltar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh Walikota; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. ,

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya periu
diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

o

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan
tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 {sepuluh) orang untuk timn pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Walikota; atau

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2021, maka akan

evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud

untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan

kerja perangkat daerah.

7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

7.1

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi
atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di
pengadilan.

Honorarium Saksi Ahli

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi
ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
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7.3 Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas
untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau
tunjangan tambahan.

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai

pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat

untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat
yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota

Makassar Tahun 2021 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam

Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu

pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar

Tahun 2021 dengan ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah
Minimum Kota Makassar Tahun 2021;

b. Lulusan DI/DIl/DIili/Sarjana Terapan diberikan paling banyak
114% (seratus empat belas persen} dari Upah Minimum Kota
Makassar Tahun 2021;

¢. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua
puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun
2021;

d. Lulusan Master (82) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga
puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021;
dan

e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima
puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021.

Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui
Perjanjian/Perikatan Kerja

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi
tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja
yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

10. Honorarium Rohaniawan

11.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola

Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

11.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun
dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana
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14.

dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari
{peer review) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per orang Per jurnal.

11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.,

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah
daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur  organisasi tersendiri  dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola
teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium
dimaksud.

Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang
diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota
Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan
kepada penyusunan naskah uyjian, pengawas ujian, penguji, atau
pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kota Makassar

Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran
kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal,
meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian
berstandar lokal, scal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon
aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti
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soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku,
soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawal,
soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota
Makassar,

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
15.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah

yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan
dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar
perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari

luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara.

15.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,
honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas
kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan  pelatihan lama  dengan  persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan
paling sedikit 50% (lima puluh persen).

15.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan
pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha
pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan  mempertimbangkan
urgensinya,;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh] orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%
(sepuluh persen)| dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada
seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota,

Honorarium Penyusunan KUA-PPAS, APBD Pokok Dan APBD Perubahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Asistensi RKA-SKPD & DPA-SKPD Pokok & Perubahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.
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Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan slurats Keputusan
Walikota. “

Honorarium Pengelolaan SP2D, Pengendalian Dan Penerbitan SPD,
Penatausahaan Barang Milik Derah, Pengawasan Dan Pengendalian
Barang Milik Daerah, Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah,
Penyusunan Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan RKA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

22.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD
(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar)
yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD,

22.2 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD
(selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Makassar} yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.

Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan
kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah  Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD,
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Honorarium Optimalisasi Pajak Online

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Optimalisasi Pajak Online diberikan
kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinérja ASN Secara
Elektronik

Honorarium pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara
Elektronik diberikan kepada tenaga administrator yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pokok dan Perubahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Penyusunan RKA-DPA (Pokock dan Perubahan), Rencana
Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Penyusunan LKPJ Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota,

Honorarium Penyusunan Memory LKPJ Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)

Honorarium yang diberikan kepada sesecorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.
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Honorarium Tenaga Administrasi Perencana

Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada
tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK])

Honorarium yang diberikan kepada sesecorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer
Honorarium Tenaga Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer
diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi operator
perencanaan dan pelaporan dana transfer, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang RPJMD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Tim Pelaksanaan Serta Keikutsertaan Kegiatan Festival Dan
Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Updating/Pendataan Rumah Ibadah, Guru Mengaji, Guru
Sekolah Minggu Hindu Dan Nasrani, Mubalig, Imam Rawatib, Penghafal
Al- Quran, Pengurus Jenazah Muslim Pemerintah Kota Makasssar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji
Pemerintah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.
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Honorarium Peningkatan Amaliah Safari Ramadhan Pemerintah Kota
Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Honorarium yang diberikan kepada sesecorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)}

Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang diangkat menjadi
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Walikota.

Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Walikota.

Honorarium Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi
Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Tim Koordinasi, Asistensi Dan Pendampingan Pengawasan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Tim Satgas Saber Pungli Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
satuan tugas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada
Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Diklat Fungsional Bidang Pengawasan

Biaya diklat fungsional bidang pengawasan digunakan sebagai batas
tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional bidang pengawasan
dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.
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Biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Transportasi
Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP dalam lingkup Inspektorat
Kota Makassar.

Biaya Belanja Makan Minum Harian Pegawai

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar
diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan
memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang
ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala SKPD.

Biaya Transportasi Peserta Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi,
Diseminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Dan Kegiatan
Sejenis Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD Atau Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
transportasi peserta kegiatan seminar, rapat Kkerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan
sejenis sepanjang peserta berasal dari luar skpd atau masyarakat dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar., Kegiatan sebagaimana dimaksud
dilaksanakan pada fasilitas milik pemerintah, gedung/balai pertemuan.

Honorarium Pengemudi Dan Tenaga Pengamanan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengemudi Ambulance Laut

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengemudi Ambulance Laut yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Poliklinik Sekretariat DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli poliklinik Sekretariat DPRD yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Fasilitator Reses di Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Reses di lapangan yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Optimalisasi Kegiatan Komisi DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.
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Honorarium Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang diangkat dan
bertugas sebagai teknisi rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka
Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Untuk Sekretariat DPRD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai keamanan aksi unjuk rasa dalam tim pelaksana
kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi/Penatausahaan,
Petugas Lapangan Dan Penyusun Laporan Hasil Kegiatan Kemitraan -
Diskusi Publik
Honorarium yang diberikan kepada seseorang vang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Pendamping Anggota DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan reses
oleh Anggota DPRD Kota Makassar, yang di tetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelolaan Videotron Sekretariat DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola videotron Sekretariat DRPD, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga [fasilitator lapangan, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Narasumber Tim Advokasi Hukum

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai narasumber tim advokasi hukum, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Pada Kegiatan Seleksi
Penerimaan Calon ASN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli/ instruktur/ narasumber pada kegiatan
seleksi penerimaan calon ASN, yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Walikota.



70. Honorarium Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

71. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar

71.1. Izin Belajar
Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang
hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar.
Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota

minimal S tahun;

b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
c. dilakukan secara selektif; dan
d. diberikan sekaligus.

71.2. Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar

Dalam Wilayah Makassar

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya

diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar.

Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala

Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota
minimal 5 tahun;

b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";

¢. dilakukan secara selektif; dan

d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas
belajar sampai dengan kelulusan.

71.3. Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di

Luar Wilayah Makassar (Jawa)

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya

diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar.

Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala

Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota
minimal S tahun;

b. Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan
terakreditasi minimal "A";

c. Dilakukan secara selektif; dan

d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas
belajar sampai dengan kelulusan.

72. Uji Kompetensi ASN dan Peningkatan Mental Rohani
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kompetensi
ASN dan peningkatan mental rohani dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.
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Honorarium Panitia Seleksi Kepatutan Dan Kelayakan Pejabat dan Calon
Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Penyelenggaraan Diklat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
penyelenggaran diklat, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Biaya Pelaksanaan Diklat Pimpinan Struktural
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan
diklat pimpinan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Biaya Uji Kompetensi ASN dan Diklatpim Tk, II

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya uji
kompetensi asn dan diklatpim Tk. II dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Prajabatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan
kegiatan prajabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang
Perencanaan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan
dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bidang perencanaan dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan
dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumberdaya ASN
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan
dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Ahli Sandi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan
dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN ahli sandi dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium FORKOPIMDA Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
FORKOPIMDA Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Walikota.
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Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat
Beragama

Honorarium vyang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat
Beragama, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota
/Kepala SKPD.

Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Honorarium g'(ang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebaé,ai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas scbaéai Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG)

87.1. Tenaga  Ahli/instruktur/Narasumber  Musrembang  Tingkat

kecamatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagali Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber

Musrembang Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.
87.2. Tenaga  Ahli/instruktur/Narasumber  Musrembang  Tingkat

Kelurahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagal Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber

Musrembang Tingkat Kelurahan, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

87.3. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagal Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
Musrembang Tingkat Kota, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

87.4. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
Musrembang Forum SKPD, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.



88.

89.

90.

91.

92.

93.

87.5. Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya
transportasi Musrenbang tingkat kecamatan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

87.6. Biaya transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya
transportasi Musrenbang tingkat kelurahan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD), yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan
Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup
Perusahaan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial
(GIS), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di
Kecamatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Pengelolaan
Persampahan

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang
diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan
Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.

Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Taman Dan Sopir
Penyiram

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang
diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Taman dan
Sopir Penyiram, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.
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Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional
Kelurahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru
Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh Dan Guru
Sekolah Minggu Se-Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru
Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh atau Guru
Sekolah Minggu, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Petugas Mesjid Kompleks Balaikota, Sekretariat DPRD,
Gabungan Dinas

Honorarium yang diberikan kepada sesecrang yang diangkat dan
bertugas sebagai Petugas Mesjid Kompleks Balaikota/Sekretariat
Dprd/Gabungan Dinas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Cleaning Service Pada Puskesmas

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai cleaning service pada puskesmas, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Cleaning Service

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai cleaning service, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Cleaning Service Pengelolaan Rumah Potong Hewan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai cleaning service Pengelolaan Rumah Potong Hewan,
yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelola Taman Kantor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola taman kantor, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelola Taman Baca

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelela taman baca, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, SEKDA
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Pendamping Acara Walikota/Wakil Walikota/ SEKDA,
yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
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Biaya Adminiétrasi Pelayanan Bandara
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya administrasi
pelayanan bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Biaya Pengganti Transportasi Petugas Pengantar Tamu Ke Bandara
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti
transportasi petugas pengantar tamu ke bandara dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar,

Honorarium Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan
Sekretaris Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan
Sekretaris Kota, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah
Jabatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan
Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.

Honorarium Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan
DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan
DPRD, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Urusan Kehumasan Sekretariat Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan
Dalam Pada Rumah Jabatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan
Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Biaya Jasa Laundry Pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa laundry
pelayanan  Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Biaya Medical Check Up Walikota & Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Dan
Anggota DPRD

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Medical
Check Up KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.
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Honorarium Pengelolaan Mess Pemerintah Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Pengelolaan Mess Pemerintah Kota, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Biaya Jasa Komunikasi Penunjang Tugas Kedinasan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa
komunikasi penunjang tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Pengganti Transportasi Kader Posyandu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti
transportasi kader Posyandu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelayanan
kunjungan rumah 24 jam dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Petugas Medis Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai petugas medis pelaksanaan kegiatan lapangan, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Biaya luran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya uran
Integrasi Peserta Gratis Ke JKN dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Pemeriksaan Laboratorium Laik Hygiene Sanitasi Tempat
Pengolahan Makanan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan
laboratorium laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Biaya Pemeriksaan Specimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan
specimen penyakit potensial KLB ke lab dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan AMDAL
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan
pengelolaan kegiatan AMDAL dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium dan Tunjangan Operasional Penggali Kubur, Petugas Tpa,
Petugas Kebersihan Rth, Petugas Bank Sampah dan Petugas Pengelola
Air Limbah

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang
diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional penggali kubur,
petugas TPA, petugas kebersihan RTH, petugas bank sampah dan
petugas pengelola air limbah yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.
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Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/
Lampu Jalan

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada sesecorang yang
diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin
Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja
operasional pengelolaan UPTD perbengkelan dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Honorarium Satuan Tugas Pekerja Saluran
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai satuan tugas pekerja saluran yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan
habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Perpustakaan Keliling

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.
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Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/
Lampu Jalan

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang
diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin
Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja
operasional pengelolaan UPTD perbengkelan dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Honorarium Satuan Tugas Pekerja Saluran
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagal satuan tugas pekerja saluran yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan
habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sechagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Perpustakaan Keliling

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.

Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota.
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Biaya Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Panitia Pelaksana TP-PKK

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai TP-PKK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Walikota.

Honorarium Lembaga Pemantau Independen (LPI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Lembaga Pemantau Independen (LPI), yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Komisioner Ombudsman Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Komisioner Ombudsman Kota Makassar, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar,
yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelola Raskin Non PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Pengelola Raskin Non PNS, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Tunjangan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja,
SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas
Perhubungan

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseocrang
yvang diangkat dan bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL
Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Perhubungan, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana Daerah
Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang
yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan carester
penanggulangan bencana daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.
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Honorarium Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan
Peraturan Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota /Kepala SKPD.

Honorarium Pemain Musik Dalam Korps Musik (Korsik) Gita Praja
Wibawa SATPOL-PP

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana Kkegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Kepelatihan Korps Musik dan Pelatih Senam
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga kepelatihan korps musik dan pelatih senam,
yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Biaya Diklat Pembentukan PPNS Perda dan Manajemen Penyidik
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat
pembentukan PPNS Perda dan manajemen penyidik dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar,

Honorarium Tim Pendukung Penindakan Larangan Parkir, Tim
Pendukung Penindakan Truk Tonase 8 (delapan) Ton, Tim Pendukung
Penegakan Disiplin Jalan Raya, dan Tim Pendukung Pengamanan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Honorarium Pengelolaan Alat Transportasi Publik Dalam Wilayah Kota
Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pengelola alat transportasi publik dalam wilayah Kota
Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Penyediaan Jasa Jaminan Penumpang Dalam Pengangkutan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya penyediaan
jasa jaminan penumpang dalam pengangkutan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar,
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Honorarium Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan (PPKBD
dan Sub PPKBD)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan
(PPKBD dan Sub PPKBD), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Pengelolaan BOKB (DAK)
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Pengelolaan
BOKB (DAK) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Biaya Transportasi Pelaksanaan Penunjang Kegiatan KB

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi
pelaksanaan penunjang kegiatan KB dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Operasional Jasa Medis Pelayanan KB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya operasional
jasa medis pelayanan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Belanja Pengganti Biaya Hidup Peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW)
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti
biaya hidup peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW)] dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Kelompok Seni

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kelompok Seni, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Kelompok Musik

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kelompok Musik, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Kelompok Artis dan Model Nasional

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Kelompok Artis dan Model Nasional, yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Kegiatan Ekonomi Kreatif Pariwisata Makassar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan
ekonomi kreatif pariwisata makassar dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak,
Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan
penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media
lainnya baik dalam dan luar negeri dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.
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Honorarium Assessor Kompetensi Bidang Kepariwisataan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai assessor kompetensi bidang kepariwisataan, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Kepariwisataan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja jasa
konsultasi penyusunan dokumen Kkepariwisataan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Juri Lomba
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pembaca Doa Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai pembaca doa kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium MC

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai MC, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Master Asesor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Master Asesor, yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Kuliner
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tim Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pelayang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagal Pelayang, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Operasional Pengelolaan UPTD Event
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
Pengelolaan UPTD Ewvent dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Operasional Pengelolaan UPTD Losari
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
Pengelolaan UPTD Losari dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
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Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dalam Kegiatan
Pembuatan Film

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam
kegiatan pembuatan film, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Wasit/Juri Pertandingan Olahraga

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai wasit/juri pertandingan olahraga, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorariumm Khusus Kegiatan Pembinaan Prestasi, Kreasi dan
Pendidikan

Digunakan secbagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
kegiatan pembinaan prestasi, kreasi dan pendidikan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Khusus Kegiatan Rekrutmen dan Pembinaan Paskibraka
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
kegiatan rekrutmen dan pembinaan Paskibraka dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium UPTD Karebosi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
Pengelolaan UPTD Karebosi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Tenaga Operator Operation Room Smart City dan Operator
Call Centre

Honorarium yang diberikan kepada sesecorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga operator Operation Room Smart City dan Call
Centre, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Surveyor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli surveyor, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Advokasi Laboratorium Inovasi
Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga advokasi laboratorium inovasi, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tim Pengkaji Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan
Dan Seminar Hasil Kegiatan Penelitian Kebijakan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.
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Honorarium Tim Peneliti Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan
Seminar Hasil Penelitian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Tim Penilai/Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Daerah

Honorarium yang diberikan kepada sesecorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tim penilai/reviewer jurnal penelitian dan
pengembangan daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi Pada
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/ Praktisi
dalam Rangka Penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah,
vang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Jasa Hak Paten Inovasi Daerah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja jasa
hak paten inovasi daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium UPTD Kanre Rong

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
Pengelolaan UPTD Kanre Rong dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Petugas Tenant Galery Produk Koperasi & UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai petugas tenant galery produk Koperasi & UKM, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.,

Honorarium Tim Penilai Lomba UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tim Penilai Lomba UKM, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian
Koperasi Berprestasi

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perjalanan
dinas dalam daerah dalam rangka penilaian koperasi berprestasi dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Kegiatan Penggelolaan DAK Non Fisik Pada Dinas Koperasi
dan UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga pendamping Penggelolaan DAK Non Fisik, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
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Honorarium Tenaga Operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan
Kulit, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Perindustrian dan
Perdagangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagail tenaga operator sistem informasi perindustrian dan
perdagangan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.

Honorarium Tenaga Pengemudi Mobil Truck 6 (enam) Roda Pengendali
Inflasi
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga pengemudi mobil truck 6 (enam) roda
pengendali inflasi, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala
SKPD.

Biaya Transport Operasional Perindustrian dan Perdagangan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transport
operasional perindustrian dan perdagangan dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar,

Diklat Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat
jabatan fungsional dinas perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Tenaga Petugas Lapangan Pada Dinas Perikanan Dan
Pertanian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga petugas lapangan pada dinas perikanan dan
pertanian, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Tunjangan Operasional Kegiatan Swakelola Kelompok Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya tunjangan
operasional kegiatan  swakelola  kelompok  masyarakat Dinas
Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.

Jasa Konsultansi Pembuatan Desain Gambar Kegiatan Padat Karya
Infastruktur

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa
konsultansi pembuatan desain gambar kegiatan padat karya infastruktur
Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Tenaga Ahli Dewan Pengupahan
Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang diangkat dan
bertugas secbagai Tenaga Ahli Dewan Pengupahan, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
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Honorarium Tenaga Ahli Fasilitasi LKS Tripartit

Honorarium yang diberikan Kkepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Ahli Fasilitasi LKS Tripartit, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Belanja Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Tenaga Ahli,
Instruktur, Tim Seleksi Pemagangan Dalam Rangka Peningkatan Sumber
Daya Manusia Yang Terampil

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja
pelatihan, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, tenaga ahli, instruktur,
tim seleksi pemagangan dalam rangka peningkatan sumber daya
manusia yang terampil dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kota
Makassar.

Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pelaksanaan Pelatihan
Ketenagakerjaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pelaksanaan
pelatihan  ketenagakerjaan, yang ditetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium pada P2TP2A dan Shelter (Rumah Aman)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim

pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Ahli Pada Dinas Kebudayaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli pada Dinas Kebudayaan, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Tenaga Pendata Cagar Budaya
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga pendata cagar budaya, yang ditetapkan
berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Pendidikan Kesetaraan

Digunakan sebagali batas tertinggi dalam penggunaan biaya peningkatan
muiu pendidikan dan pendidikan kesetaraan dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Honorarium Peningkatan Kinerja Dalam Pelayanan Unit Layanan
Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga ahli jaringan, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.
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Belanja Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Dan
Fasilitasi Bantuan Hukum

Digunakan secbagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan
penunjang pelaksanaan Kegiatan penanganan perkara dan fasilitasi
bantuan hukum dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium Tim Asessment Seleksi Pimpinan Perusahaan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim
pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan
Walikota.

Biaya Kontribusi Organisasi Pemerintah Daerah dan Sejenisnya
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kontribusi
organisasi Pemerintah Daerah dan sejenisnya dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Honorarium Mekanik Speed Boat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai mekanik speed boat, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Petugas Lapangan Dalam Kegiatan Updating Data
Kebutuhan Pangan Tingkat Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai petugas lapangan dalam kegiatan updating data
kebutuhan pangan tingkat Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan
surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Penyuluh Lapangan Dan Motivator Dalam Kegiatan
Pembinaan Ketahanan Pangan Pada Kelompok Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang vang diangkat dan
bertugas sebagai penyuluh lapangan dan motivator dalam kegiatan
pembinaan ketahanan pangan pada kelompok masyarakat, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Pengelolaan Penanganan Dampak Sosial

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai tenaga pengelola penanganan dampak sosial, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

Honorarium Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan
bertugas sebagai petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang
ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
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Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perawatan
orang dengan gangguan jiwa terlantar dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Biaya Jasa Pemakaman Jenazah Orang Terlantar & Tidak Mampu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa
pemakaman jenazah orang terlantar & tidak mampu dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Belanja Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia
Yang Terampil Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pelatihan
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Pemadam
Kebakaran

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pendidikan
dan pelatihan peningkatan sumber daya ASN pemadam kebakaran
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Belanja Hadiah Dalam Rangka Lomba dan Pemberian Penghargaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja hadiah
dalam rangka lomba dan pemberian penghargaan dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Jasa Pengiriman Surat dan Paket Kantor

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa
pengiriman surat dan paket kantor dalam lingkup Pemerintah Kota
Makassar.

Jasa Sertifikasi dan Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Dalam Kota
Makassar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa
sertifikasi dan pengukuran tanah milik pemerintah dalam kota makassar
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Jasa Konsultansi Indeks Kepuasan Masyarakat

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa
konsultansi indeks kepuasan masyarakat dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Belanja Hibah Dana BOS
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja Hibah
Dana BOS dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Belanja Jasa Konsultasi Komponen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa
konsultasi komponen pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.
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Jasa Sertifikasi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa
sertifikasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pajak Bumi Dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pajak bumi
dan bangunan milik pemerintah di luar Kota Makassar dalam lingkup
Pemerintah Kota Makassar.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja
penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dalam lingkup Pemerintah
Kota Makassar.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR

2.1

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh
dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3
(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang

pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8
{delapan} jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan

kudapan/ snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



c. paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima)
jam tanpa menginap. ‘
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan

kudapan/snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua
belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan
kudapan/snack 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
1) untuk pejabat eselon Il atau yang disetarakan ke atas, akomodasi

1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2) untuk pejabat eselon Il ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna
anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam
melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard,
Sfullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan
fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip
pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan
perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertermnuan di Luar Kantor

terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.



TABEL 1.2

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No. I. _. ' ng;is Ke_'g_iatar; Satuan B'e'sé.r_a_fr
o @ - (3) (4)
1. Paket Fullboard Orang/Paket |Rp 1.550.000,00
2. Paket Fullday Orang/Paket Rp 400.000,00
3. Paket Halfday Orang/Paket |Rp 250.000,00
4, Paket Residence Orang/Paket |Rp 600.000,00

TABEL 1.3

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

SETINGKAT ESELON Ii

.;: _ Satuan . ‘Besaran |
EoE )
1. Paket Fullboard Orang/Paket Rp 1.000.000,00
2. Paket Fullday Orang/Paket Rp 300.000,00
3. Paket Halfday Orang/Paket Rp 180.000,00
4, Paket Residence Orang/Paket Rp 500.000,00

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di

dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada

provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk

kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional Lampiran I tabel 1.5 dan tabel 1.6.




2.2

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard,
kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada
Tabel 1.4. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian
pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan
untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,
dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas
sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1

(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.4

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

“'Satuan . |- Besaran
1. Paket Fullboard di luar kota Orang/Harian |Rp 150.000,00
2. Paket Fullboard di dalam kota Orang/Harian | Rp 150.000,00
3. Paket Fullday/Halfday di dalam| Orang/Harian |Rp 100.000,00
kota
4, Paket Residence di dalam kota Orang/Harian Rp 150.000,00




3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya
pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau
kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua
melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota Makassar.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL

Pejabat Eselon I/Setara Walikota/Wakil | Unit | Rp 702.970.650,00 |
Walikota /Pimpinan DPRD
2. | Pejabat Eselon II Unit | Rp 513.850.000,00
3. | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau
lapangan
1.1. Pick Up Unit | Rp 252.844.000,00
1.2. Minibus Unit | Rp 377.950.000,00
1.3. Double Gardan Unit | Rp 468.830.000,00
1.4. Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit | Rp 360.942.000,00
1.5. Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit | Rp 718.252.000,00
1.6. Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit | Rp 1.184.,787.000,00
1.7. Operasional Kantor (Roda 2) Unit | Rp 30.767.000,00
1.8. Operasional Lapa;agan (Roda 2) Unit | Rp 33.892.000,00

Pj. WALIKOTA MAKASSAR
TTD
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LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR  : 54 Tahun 2020

TANGGAL : 31 Agustus 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021 BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan
harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam
perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang
merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran
berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri
atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara

professional;
2. satuan biaya konsumsi rapat; dan
3. satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESSIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara
profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai
keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang
tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi,
dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium
sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

(1) (2) (3) (4)

1.1 Honorarium Orang/Jam Rp 1.700.000,00
Narasumber

1.2 Honorarium Orang/ Keg Rp 1.000.000,00
Moderator

1.3. Honorarium Orang/ Keg Rp 750.000,00
Pembawa Acara




Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara
profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi
besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara
sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk mehyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan
kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan: a. rapat
koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya
menteri, eselon [, atau pejabat yang setara; atau b. rapat biasa yang
pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon [
lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah,
dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di
dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan
pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka
merujuk kKepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Lampiran II angka 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI
RAPAT Standar Harga Satuan Regional Lampiran Il angka 3 SATUAN BIAYA
KONSUMSI RAPAT.
TABEL 2.6

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT TERINCI PADA

— — (L o
1. | Rapat Koordinasi Orang/Kali | Rp Rp 49.000,00
Tingkat Kepala Daerah 110.000,00
/Eselon I/Setara
2. | Rapat Biasa Orang/ Kali | Rp Rp 24.000,00
48.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM
NEGERI

satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau
bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan
gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semuila, atau
perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan
2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk
pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki




o

ketentuan

berdasarkan peraturan

spesifkasi khusus
perundangundangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman Kkantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
dialokasikan untuk:

gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
pemeliharaan.

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

il K(2) (S

1. | ACEH m2/tahun | Rp 192.000,00 { Rp 148.000,00 | Rp 10.000,00

2. | SUMATERA UTARA | m2/tahun | Rp 229.000,00 | Rp 171.000,00 | Rp 12.000,00

3. | RIAU m2/tahun | Rp 217.000,00 | Rp 162.000,00 | Rp 11.000,00

4. | KEPULAUAN RIAU | m2/tahun | Rp 244.000,00 | Rp 182.000,00 | Rp 13.000,00

9. | JAMBI m2/tahun | Rp 204.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 11.000,00

6. | SUMATERA BARAT | m2/tahun | Rp 182.000,00 | Rp 124.000,00 | Rp 10.000,00

7. | SUMATERA m2/tahun | Rp 218.000,00 | Rp 147.000,00 | Rp 11.000,00
SELATAN

8. | LAMPUNG m2/tahun | Rp 214.000,00 | Rp 135.000,00 | Rp 11.000,00

9. | BENGKULU m2/tahun | Rp 191.000,00 | Rp 128.000,00 | Rp 10.000,00

10. | BANGKA m2/tahun | Rp 215.000,00 | Rp 136.000,00 | Rp 11.000,00
BELITUNG

11. | BANTEN mZ2/tahun | Rp 202.000,00 | Rp 144.000,00 | Rp 11.600,00

12, | JAWA BARAT m2/tahun | Rp 178.000,00 | Rp 102.000,00 | Rp 10.000,00

13. | D.K.I JAKARTA m2/tahun | Rp 206.000,00 | Rp 153.000,00 | Rp 11.000,00

14. | JAWA TENGAH m?2/tahun { Rp 173.000,00 | Rp 97.000,00 | Rp 10.000,00

15. | D.I. YOGYAKARTA | m2/tahun | Rp 168.000,00 | Rp 97.000,00 | Rp 10.000,00

16. | JAWA TIMUR m2/tahun | Rp 196.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 10.000,00

17. | BALI m2/tahun | Rp 200.000,00 | Rp 148.000,00 | Rp 10.000,00

18. | NUSA TENGGARA | m2/tahun | Rp 223.000,00 | Rp 185.000,00 | Rp 12.000,00
BARAT

19. | NUSA TENGGARA [ m2/tahun | Rp 197.000,00 | Rp 129.000,00 | Rp 10.000,00
TIMUR

20. | KALIMANTAN m2/tahun | Rp 201.000,00 | Rp 136.000,00 | Rp 11.000,00
BARAT

21. | KALIMANTAN m2/tahun | Rp 236.000,00 | Rp 155.000,00 | Rp 12.000,00
TENGAH

22. | KALIMANTAN m2/tahun | Rp 196.000,00 | Rp 148.000,00 | Rp 11.000,00
SELATAN




23. | KALIMANTAN m2/tahun | Rp 242.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 13.000,00
TIMUR

24, | KALIMANTAN m2/tahun | Rp 242.000,00 { Rp 200.000,00 | Rp 13.000,00
UTARA

25. | SULAWESI UTARA | m2/tahun | Rp 187.000,00 | Rp 122.000,00 | Rp 10.000,00

26. | GORONTALO m2/tahun | Rp 196.000,00 | Rp 138.000,00 | Rp 14.000,00

27. | SULAWESI BARAT | m2/tahun | Rp 356.000,00 | Rp 296.000,00 | Rp 18.000,00

28. } SULAWESI m2/tahun | Rp 209.000,00 | Rp 190.000,00 | Rp 11.000,00
SELATAN

29. | SULAWESI m2/tahun | Rp 226.000,00 | Rp 168.000,00 | Rp 12.000,00
TENGAH

30. | SULAWESI m2/tahun | Rp 197.000,00 | Rp 144.000,00 | Rp 10.000,00
TENGGARA

31. | MALUKU m2/tahun | Rp 223.000,00 | Rp 197.000,00 | Rp 14.000,00

32. | MALUKU UTARA m?2/tahun | Rp 229.000,00 | Rp 153.000,00 | Rp 14.000,00

33. | PAPUA m2/tahun | Rp 487.000,00 | Rp 277.000,00 | Rp 25.000,00

34. | PAPUA BARAT m?2/tahun | Rp 632.000,00 | Rp 469.000,00 | Rp 32.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan
dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya
pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan
dari daftar inventaris; dan/atau

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau
overhaul

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8,
Tabel 2.4



TABEL

2.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN OPERASIONAL

2 T i i ..--'_.-;L.:,.; uhlﬂﬁf’ﬁ £, %"Wa{(SJF :%—ﬁf@ s K
1. WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ Unit/Tahun Rp 41 900.000, 00
PIMPINAN DPRD
2. | ANGGOTA DPRD Unit/Tahun Rp 41.900.000,00
3. | PEJABAT ESELON I Unit/Tahun | Rp 40.000.000,00
4. | PEJABAT ESELON II Unit/Tahun | Rp 38.630.000,00
5. | Kendaraan Dinas Operasional
5.1. Roda Empat Unit/Tahun Rp 33.630.000,00
5.2. Double Gardan Unit/Tahun Rp 36.320.000,00
5.3, Roda Dua Unit/Tahun Rp 3.640.000,00
5.4, Operasional dalam lingkungan | Unit/Tahun Rp 9.750.000,00
kantor
5.5. Roda6 Unit/Tahun Rp 37.110.000,00
5.6, Speed boat Unit/Tahun Rp 20.240.000,00
3.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk mempertahankan barang
digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal
komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam
kondisi normal (beroperasi dengan baik).
belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan

inventaris kantor (yvang

Biaya pemeliharaan genset

printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.5.




TABEL 2.5

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Inventaris Kantor Pegawai/Tahhun | Rp 80.000,00
2. Personal Computer/ Notebook Unit/Tahun Rp 730.000,00
3. Printer Unit/Tahun Rp 690.000,00
9. AC Split Unit/Tahun Rp 610.000,00
5. Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun Rp 7.190.000,00
6. Genset 75 KVA Unit/Tahun Rp 8.640.000,00
7. Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp 10.150.000,00
8. Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp 10.780.000,00
g, Genset 150 KVA Unit/Tahun Rp 13.260.000,00
10. Genset 175 KVA Unit/Tahun Rp 14.810.0C0,00
11. Genset 200 KVA Unit/Tahun Rp 15.850.000,00
12. Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp 16.790.000,00
13. Genset 215 KVA Unit/Tahun Rp 17.760.000,00
14, Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp 20.960.000,00
15 Genset 350 KVA Unit/Tahun Rp 22,960.000,00
16, Genset 450 KVA Unit/Tahun Rp 25.620.000,00
17. Genset 500 KVA Unit/Tahun Rp 31.770.000,00

4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa
menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan

Pemerintah Kota Makassar.

4.1.

SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat
maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota
Makassar. Biaya sewa sudah termasuk biaya pengisian bahan bakar
dan sopir kendaraan.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel

2.6.




TABEL 2.6
SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

e R P RO 0 e Ry e 1 T o e
Jenis Kexi araan I 'hih‘f”“”"" £Resarany .
A i T i ::5@» RIS |1,

LR R e

1. | Sewa kendaraan roda 4 (Mini Bus) Unit / Hari Rp 1.000.000,00
2. | Sewa kendaraan roda 4 Unit / Hari Rp 700.000,00
3. | SBewa kendaraan reoda 6 ( Bus Sedang) Unit / Hari Rp 2.500.000,00
4. | Sewa kendaraan roda 6 { Bus Besar) Unit / Hari Rp 3.000.000,00

5. Sewa Small MPV (Multi Purpose ]
Unit / Bulan | Rp 10.000.000,00

Vehicle)
6. | Sewa Big MPV (Multi Purpose Vehicle) Unit Rp 2.750.000,00
7. | Sewa Mobilitas Air Unit / Trip Rp 1.000.000,00
8. | Sewa Mobilitas Air (Kecil) Unit / Hari Rp 500.000,00
9, | Sewa Mobilitas Air (sedang} Unit / Hari Rp 5.000.000,00
10. | Sewa Mobilitas Air (Besar) Unit / Hari Rp 7.500.000,00
11. | Sewa Mobil Angkutan Jenazah Orang / Kali | Rp 325.000,00
12. | Biaya Angkutan Barang Wilayah Unit /
) Rp 100.000,00
Kepulauan Perjalanan
13. | Biaya Transportasi Kapal Umum ]
Orang / Trip | Rp 30.000,00

Wilayah Kepulauan

4.2. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT
Satuan biaya sewa pakaian adat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk melakukan sewa pakaian adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa pakaian adat terinci pada Tabel 2.7.

o2



TABEL 2.7

SEWA PAKAIAN ADAT

i

4

Besaran':’

1. | Sewa Pakaian Adat/Tradisional Per Pasang Rp 250.000,00
2. | Sewa Pakaian Adat/Tradisional Set Rp 2.000.000,00

4.3. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar,

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

i S”aituanl
: s .":;_5- ol 3 ) .- I".l3l. _ | L
1. | Belanja Sewa Tenda Set / Hari Rp 2.500.000,00
2. | Belanja Sewa Tenda Unit Rp 300.000,00
3. | Sewa Meja Biasa Buah / Hari | Rp 100.000,00
4. | Sewa Meja dan Taplak Buah / Hari | Rp 140.000,00
5. | Sewa Kursi Biasa Buah / Hari | Rp 15.000,00
6. Sewa Kursi dan Cover Buah / Hari Rp 25.000,00
7. | Sewa Panggung Buah f Hari | Rp 200.000,00
8. | Sewa Panggung Petak / Keg | Rp 1.000.000,00
9. | Sewa Rigging Per Meter Rp 1.500.000,00
10. | Sewa Partisi Job Fair Unit / Hari Rp 1.000.000,00
11. | Sewa Sound System Set / Hari Rp 2.500.000,00
12, | Sewa Sound Sytem Set / Hari Rp 5.000.000,00
13. | Sewa Meja Kursi Buah / Hari | Rp 200.000,00
14. | Sewa Traf-traf Set / Hari Rp 19.000.000,00
15. | Sewa Kursi Set / Hari Rp 5.000.000,00




16. | Sewa Tenda Set / Hari Rp 5.000.000,00
17. | Sewa Panggung Set / Hari Rp 5.000.000,00
18. | Tenda Sarnaville 3X3 m Petak Rp 660.000,00
19. | Tenda Sarnaville 3X3 m + Assesoris Petak Rp 825.000,00
20. | Tenda Sarnavilie 3X3 m Petak Rp 1.320.000,00
21. | Tenda Sarnaville 5X5 m Petak Rp 1.320.000,00
22. | Tenda Sarnaville 5X5 m + Assesoris Petak Rp 1.540.000,00
23. | Tenda Sarnaville 5$X5 m + Dekorasi Petak Rp 2.695.000,00
24. | Tenda Hanggar 4X6 m + Assesoris Petak Rp 990.000,00
25. | Tenda Hanggar 4X6 m + Dekorasi Petak Rp 1.870.000,00
26. | Tenda Hanggar 4X8 m + Assesoris Petak Rp 1.265.000,00
27. | Tenda Hanggar 4X8 m + Dekorasi Petak Rp 2.530.000,00
28. | Tenda Hanggar 4X10 m + Assesoris Petak Rp 1.540.000,00
29. | Tenda Hanggar 4X10 m + Dekorasi Petak Rp 3.080.000,00
30. | Tenda Hanggar 4X12 m + Assesoris Petak Rp 1.870.000,00
31. | Tenda Hanggar 4X12 m + Dekorasi Petak Rp 3.740.000,00
32. | Tenda Semi 4X5m Petak Rp 550.000,00
33. | Tenda Semi 4X5 m + Assesoris Petak Rp 660.000,00
34. | Tenda Semi 4X5 m + Dekorasi Petak Rp 770.000,00
35. | Tenda Semi 4X6 m Petak Rp 770.000,00
36. | Tenda Semi 4X6 m + Assesoris Petak Rp 935.000,00
37. | Tenda Semi 4X6 m + Dekorasi Petak Rp 1.100.000,00
38. [Tenda Hall S X 10 m + Assesoris Petak Rp 5.500.000,00
39. | Tenda Hall 5 X 10 m + Dekorasi Petak Rp 7.700.000,00
40. | Tenda Roder m2 Rp 192.500,00
41. | Tenda Roaders + Dekorasi m2 Rp 330.000,00
42. | Kursi Futura + Cover + Pita Buah Rp 31.900,00
43. | Kursi Futura + Cover Buah Rp 23.100,00
44. | Kursi Futura Buah Rp 13.200,00
45. | Kursi Plastik Buah Rp 6.600,00




46. | Kursi Plastik + Cover Buah Rp 16.500,00
47. | Cover Kursi Buah Rp 9.900,00
48. | Pita Kursi Buah Rp 8.800,00
49. | Kursi Jati Buah Rp 220.000,00
50. | Kursi Tiffany Buah Rp 132.000,00
51. | Meja Jati + Taplak Buah Rp 220,000,00
52. | Meja Bundar + Taplak Buah Rp 330.000,00
53. | Meja Partisi Buah Rp 330.000,00
54. | Meja Registrasi Buah Rp 330.000,00
55. | Meja Plastik Buah Rp 22.000,00
56, | Kain Runner Per m Rp 24.750,00
57. | Karpet m2 Rp 22.000,00
58. | Kain Dekorasi Dinding Perm Rp 24.750,00
59. | Flooring T. 10 ¢m m2 Rp 110.000,00
60. | Flooring T. 20 c¢m m2 Rp 110.000,00
61. | Flooring T. 30 cm m2 Rp 110.000,00
62. | Panggung T. 40 cm m2 Rp 165.000,00
63. | Panggung T. 50 cm m2 Rp 165.000,00
64. | Panggung T. 60 cm m2 Rp 165.000,00
65. | PanggungT. 70 cm m2 Rp 192.500,00
66. | Panggung T. 80 cm m?2 Rp 192.500,00
67. | Panggung T. 90 cm m?2 Rp 220.000,00
68. | Panggung T.100 cm m2 Rp 275.000,00
69. | Panggung T.110 cm m2 Rp 330.000,00
70. | Panggung T. 120 cm m?2 Rp 330.000,00
71. | Panggung Bundar t. 60 cm 3,60 cm Set Rp 2.200.000,00
72. | Landscape Taman Per m Rp 330.000,00
73. | Rigging Sound Set Rp 3.850.000,00
74. | Rigging Backdrop m2 Rp 220.000,00
75. | Genset 60 KVA Unit Rp 6.600.000,00




76. | Genset 80 KVA Unit Rp 9.900.000,00
77. | Genset 125 KVA Unit Rp 13.200.000,00
78. | Baricade Per m Rp 110.000,00
79. | AC Standing 5 PK Unit Rp 1.540.000,00
80. | Mistycool Unit Rp 550.000,00
81. [ LED Screen m2 Rp 1.375.000,00
82. [ Sound System 5000 Watt Set Rp 7.700.000,00
83. | Sound System 10000 Watt Set Rp 15.400.000,00
84, | Sound System 15000 Watt Set Rp 23.100.000,00
85. | Sound System 20000 Watt Set Rp 30.800.000,00
86. | Sound System 25000 Watt Set Rp 38.500.000,00
87. | Sound System 30000 Watt Set Rp 46.200.000,00
88. | Sound System Set Rp 300.000,00
89. | Lighting 5000 Watt Set Rp 6.600.000,00
90. | Lighting 10000 Watt Set Rp 13.200.000,00
91. | Lighting 15000 Watt Set Rp 19.800.000,00
92. | Lighting 20000 Watt Set Rp 26.400.000,00
93. | Lighting 30000 Watt Set Rp 33.600.000,00
94. | Rangkaian Bunga Segar Buah Rp 2.750.000,00
95. | TV Plasma 42" Unit Rp 1.100.000,00
96. | Multimedia (Camera Live) Buah Rp 4.400.000,00
97. | Permadani Roll Rp 165.000,00
98. | Rigging Gate m2 Rp 220.000,00
99, | Sewa Videotron Unit Rp 50.000.000,00
100. | Sewa Videotron Unit Rp 70.000.000,00
101. gzggt Alat Teleconfrence Rapat- Set / Keg Rp 5.300.000,00
102. Sewa Alat Telecomfrence Rapat Set / Keg Rp 5.300.000,00

Paripurna




4.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan
perlengkapan pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah

Kota Makassar,
Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan terinci pada Tabel

2.9.

TABEL 2.9
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

1. Sewa Mesin Jahit Unit / Hari Rp 250.000,00
2. Sewa Alat Press Besar Unit / Hari Rp 250.000,00
3. Sewa Alat Pintal Unit / Hari Rp 200.000,00
4. | Sewa Thermometer Unit / Hari Rp 50.000,00
5. | Sewa Recyfer Unit / Hart Rp 250.000,00
6. Sewa Ph Meter Unit / Harl Rp 50.000,00
7. | Sewa Kompor & Tabung Unit / Hari Rp 300.000,00
8. | Sewa Timbangan Unit / Hari Rp 50.000,00
9. | Sewa Mixer Unit / Hari Rp 100.000,00
10. | Sewa Blender Unit / Hari Rp 100.000,00
11. | Sewa Spinner Unit / Hari Rp 200.000,00
12. { Sewa Panci Unit / Hari Rp 50.000,00
13. | Sewa Wajan Unit / Hari Rp 50.000,00
14. | Sewa Sealer Unit / Hari Rp 50.000,00
15. | Sewa Alat Press Kecil Unit / Hari Rp 50.000,00
16. | Sewa Mesin Jahit Unit / Hari Rp 250.000,00




4.5.

SATUAN BIAYA SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR
Satuan biaya sewa kamar hote]l dalam Kota Makassar merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kamar hotel dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.
Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel
2.10.
TABEL 2.10

SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

Jenis Kamar : - Satuan — Béngjan-

R _,..'

Sewa Kamar Hotel Kota ,
Tamu Pemkot VIP/VVIP Orang / Hari | Rp 4.820.000,00

2. | Ketua DPRD/Pejabat Eselon| Orang/ Hari [Rp 1.550.000,00

Sewa Kamar Hotel Kepala Daerah/

I/Setara

Sewa Kamar Hotel Anggota DPRD/

3. Pejabat Eselon [I/Setara Orang / Hari | Rp 1.020.000,00
Sewa Kamar Hotel Pejabat Eselon III
4, [Eselon 1IV/ Gol.IV/ Gol. III/ Gol.ll| Orang / Hari [ Rp 732.000,00
/Gol. 1/Setara
Catatan:

4.6.

Khusus Sewa Kamar Hotel Wilayah Kota Makassar

SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa
gedung/kantor/stand dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota
makassar.

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar terinci
pada Tabel 2.11.



TABEL 2.11
SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

1. | Sewa Gallery Koperasi & UMKM Tahun Rp 200.000.000,00
2. | Sewa Dekorasi (Stand Booth) Set Rp 50.000.000,00
3. | Sewa Stand Booth Per Petak Rp 45.000.000,00
. f;‘zit gfs”i‘;‘nj;’f:irf:;onlﬁjk““‘ Paket Rp  300.000.000,00
5. | Sewa ruang / Gedung pertemuan Hari Rp 10.000.000,00
6. g:.r‘:l?eran /kr:ﬁ’egn o /  Gedung Hari Rp  50.000.000,00
7. | Sewa Gedung Job Fair Hari Rp 50.000.000,00
8. Sewa Gedung Arsip Box / Bulan | Rp 4.500,00
9. Sewa Gedung Media Promosi dan

Informasi Kesehatan

Sewa Ruang Pameran Paket Rp 15.000.000,00

Pameran Event Nasional Paket Rp 75.000.000,00
10. Sewa Gedung/Kantor/Rumah

Aman/Shelter

Sewa Rumah /Kantor P2TP2A Tahun Rp 80.000.000,00

Sewa Rumah Aman /Shelter Warga Tahun Rp 45.000.000,00
11. Sewa Tempat Parkir/Tambat

Kendaraan Laut

Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut | Unit / Bulan | Rp 1.000.000,00

Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut | Paket / Bulan | Rp 1.500.000,00




4.7.

SATUAN BIAYA SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk melakukan sewa karangan bunga ucapan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12

SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

1. | Sewa Karangan Bunga Buah Rp 500.000,00

2. | Sewa Karangan Bunga Buah Rp 1.000.000,00

3. | Sewa Karangan Bunga Buah Rp 1.500.000,00

4. | Sewa Karangan Bunga Buah Rp 2.000.000,00
Catatan:

Hanya dapat digunakan untuk operasional rumah tangga Kepala Daerah/Ketua DPRD

Keterangan:

OJ :Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK :Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALIKOTA MAKASSAR
TTD

RUDY DJAMALUDDIN



TABEL 1.1

SATUAN BIAYA HONORARIUM
No , ‘ _URAIAN,
I PR TR

— HIONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1  PEJABAT FENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA FERGGUNA ANGGARAN

1,040,000.00

R 2. Nilai papu dana s.d. Rp 100 Juta Qrang / Bulan Rp
_ _b. _ Nitai pagu dana di atas Rp 100 Juta 5.d. Rp 250 juta Qrang { Bulan Rp 1.250,000.00
o _ . Nilai pagu dona di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta Qrang / Bulan Rp 1,450,000.00
_ d.  Nilai pagu dana di atas Ro 500 Juta 5.d. Rp 1 willar Orong / Bulan Rp 1,660,000.00
. ¢, Nilai pagu dana di atas Rp ! miliar s.d. Rp 2,5 miliar Orang / Bulan Rp 1,970,000.00
- [ Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar 5.d. Rp 5 miliar Crang / Bulan Rp 2,280,000.00
g.  Nilai pagu dana di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 1) miliar QOrang / Bulan Rp 2,590,000.00
h.  Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d, Rp 25 miliar Orang / Bulan Rp 3,010,000.00
i.  Nilas pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar COrang / Bulan Rp 3,420,000.00
1- Nilai pagu dona di ntas Rp 50 miliar 5.d. Rp 75 miliar Orang [ Bulon Rp 3,840,000.00
. k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar Orang  Bulan Rp 4,250,000.00
I, Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang { Bulan Rp 4,770.000.00
m.  Nilai papu duna di atas Rp 250 miliar 5.d. Rp 500 miliar Qrang / Bulan Rp 5,290,000.00
n. _ Nilai papu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Crang / Bulan Rp 5,810.000.00
__ 0. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Qrang f Bulan Rp &,330,000.00
o _p.__ Nilai papu dana di atas Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 7.370,000.00
- 1.2 PEJABAT FELAKSANA TEKNIE KEGIATAN [PPTK)
a._ Milai pagu dana s.d. Rp 100 Juta Orang / Bulan Rp 1,010,00C.00
o b.  Nitai pogu duna di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta Orang / Bulan Rp 1,210,000.00
e c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta 5.d. Rp 500 juta Qrang / Bulan Rp 1,410,000.00
1 _ 4. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp ) miliar Orang / Bulan Rp 1,610,000.00
¢.  Nilai pagu dana i atas Rp ! millar s.4. Rp 2,5 miliar QOrang / Bulan Rp 1,910,000.00
R . Nilai pagu dana di ates Rp 2,5 miliar 5.d. Rp 5 miliar Orang [/ Bulan Rp 2.210,000.00
¢ Nilai papu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Orang / Bulan Rp 2,520,000.00
h.  Nilai papgu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar Crang / Bulan Rp 2.920.000.00
i.  Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar .d. Rp 50 miliar Crang / Bulan Rp 3,320,000.00
. __ _Jv__ Nilai pagu dana di atas Rp 50 millar s.d. Rp 75 miliar QOrang / Bulan Rp 3.720.000.00
k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar 5.d. Rp 100 miliar QOrang / Bulan Rp 4,130,000.00
. 1. Nilai pugu dana di atag Rp 109 miliar s.d. Rp 250 millar Qrang / Bulan Rp %,630,000.00
m. _Nilai pagu doana di ates Rp 250 miliar 2.d. Rp 500 miliar Qrang { Bulan Rp 5,130,000.00
. n.  Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Qrang / Bulan Rp 5.640.000.00
0. Nilal pagu dana di ataz Rp 750 rniliar a.d. Rp 1 triliun Qrang / Bulan Rp £,140,000.00
p-___Nilai papu dona di atas Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 7,140,000.00
Calatan :
" Sesual Nilai Total Pagu PPTK Masing-masing yang dikelala
+ PPTK di Emban Oleh Pejabat Eselon If, Bagi SKPD Yang Menerapkan KPA
Atau Lowong Jabatan Eselon [l Make dapat di turunkan pada pejabat
_ LCselon IV
1.3 PEJABAT PENATAUSAHAAN HEUANGAN SATUAN KERJA PERANGHAT
DAERAH (PPK-SKPD} )
__ .4 Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta Qrang J Hulan Rp 400,000.00
5. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta Orang / Bulon Rp 480,000.60
R ¢ Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta 5.d. Rp 500 juta Orang / Bulan Rp 570,000.00
__.4d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar Qrang / Bulan Rp 660,000.00
R . Nilai pagu dana di atas Rp ! miliar s.d. Rp 2,5 miliar Orang / Bulan Rp 7'70,000.00
__ § __ Nilai pogu dana di atas Rp 2,9 miliar s.d. Rp § miliar QOrang / Bulan Rp #H¥0,000.00
e g. _ Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar 3.d. Rp 10 miliar Orang / Bulan Rp 920,000.00
h.  Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar 5.d. Rp 25 miliar Orang / Bulan Rp 1,250,000.00
R i.  Nilai pagu duna di atas Rp 25 miliar 5.1, Rp 50 miliar Qrang f Bulon Rp 1,520,000.00
). Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 mitiar Qrang / Bulan Rp 1,780,000.00
k. Nilni papu dona di atasg Rp 75 miliar s.d. Rp 100 milinr Crang f Bulan Rp 2,040,000.00
b Wilai pupu duna di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang / Bulan Rp 2,440,000,00
m. _ Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Qrang / Bulan Rp 2,830,000.00
1. Nilai pagua dana di atas Rp 500 miliar 5.d. Rp 750 miliar QOrong / Bulan Rp 3,230.000.00
I _ _9.  Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 3,620.000.00
_ p.  Nilai pagu dana di atag Rp 1 triliun Orang / Bulon Rp 4,420,000.00
- 1.4 PENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN
N 4. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta Qrang / Bulan Rp 340,000.00
b, Nilai pagu dana di atas Rp 100 Jula s.d. Rp 250 juta QOrang / Bulan Rp 420,000.00
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1 €. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta Crang / Bulan Rp £00,000.00
] d:  Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar Orang / Bulan Rp 570,000.60
. e.  Nilai pagu dana di atas Rp | miliar s.d. Rp 2,5 miliar Orang / Bulan Rp 670,000,00
o . Nilal pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar Orang / Bulan Rp 770,000.00
_ _E__ Nilaj papgu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Orang / Bulan Rp 860,000.00
. h.  Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 millar Qrang / Bulan Rp 1,090,000.00
I . Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Orang / Bulan Rp 1,320,000.00
| J- Nitai pagu dana di atas Rp $0 miliar s.d. Rp 75 millar Orang / Bulan Rp 1.550,000.00
. | k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar 9.4, Rp 100 miliar Qrang / Bulan Rp 1.780.000.00
I, Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar 5.d. Rp 250 miliar QOrang f Bulan Rp 2.120,000.00
. Niloi pogu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 milinr Orang f Bulan Rp 2.470,000.00
n.  Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Orang f Bulan Rp 2,810.000.00
| - 0. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 3.160,000.00
p. _ Nilai pagu dana di atag Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 3,840,000.00
T 1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN]
PEMBANTU
1 4. Nilui pagns dana s.0. Rp 100 Juta Orang / Bulan Rp 260,000.00
b.  Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta Qrang f Bulan _Rp 310,000.00
<. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta Crang / Bulan Rp 370,000.00
| d.  Nilai pagu dana di stas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 mifiar Chrang / Bulan Rp 430,000.00
B e Nilaj pagin dana di atas Rp 1 miliar 5.4. Rp 2,5 miliar Qrang f Bulan Rp 500,000,060
. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp & miliar Orang / Bulan Rp 5§70,000.00
. - _ g Nilaj pagy dana di atas Rp § miliar s.d. Rp 10 miliar Qrang / Bulan Rp 640,000,00
h Nilai pagu dana di alas Rp 10 miliar s.d, Rp 25 miliar Orang / Bulan Rp 410,000.00
| i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 millar Orang f Bulan Rp 980.000.00
~ | 1 Nilai pagu dana di ataz Rp 5O miliar s.d. Rp 75 miliar Orang f Bulan Rp 1,150,000.00
| k.  Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar Crang / Bulan Rp 1,330,000.00
_ 1 Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Qrang / Bulan Rp 1,580,000.00
- ___m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Qrang / Bulan Rp 1,840,000.00
o n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Qrang / Bulan Rp 2,060,000.00
9. Nilaj pagu dana di atas Rp 750 miliar a.d. Rp 1 triliun Orang / Bulon Rp 2,350,000.00
) | __ b Nilaj pagu dana di atas Rp ] triliun Orang f Bulan Rp 2,860,000.00
1.6 PEMBANTU BENDAHARA FPENGELUARAN DAN PEMBANTU BERDAHARA
B PENGELUARAN PEMBANTU
I a.  Nilai pagu duna s.d. Rp 500 juta QOrang / Bulan Rp 260,000.00
B _ b.  Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar Qrang / Bulan Rp 310,000.00
e ___©.  Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar QOrang / Bulan Rp 370,000.00
] d.  Nilai papgu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar Orang / Bulan Rp 430.000.00
_ €. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar Qrang / Bulan Rp 500,000.00
f. _ Nilai papu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar Orang / Bulan Rp 570,000.00
| B- Nifai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Qrang f Bulan Rp 640,000.00
h.  Nilai pagu dana di atas Rp 50 millar s.d. Rp 75 miliar Qrang / Bulan Rp §10,000.00
] N i Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 160 miliar Qrang f Bulan Rp 980,000.00
o j- Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang / Bulan Rp 1,150,000.00
i} k.  Nilai pagu duna di atas Rp 250 millar 3.d. Rp 500 miliar Qrang / Bulan Rp 1,330.000.00
i} [ Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Orang / Bulan R 1,580,000.00
— 1 _mn.__ Nilai pagu dana di atag Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang / Bulan Rp 1,840,000.00
o n.  Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun Qrang / Bulan Rp 2,090,000.00
- 1.7 ST;\F!PEMBAHTU PEJAEAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN HKERJA
PERANGKAT DAERAH [PPK.SKFD)
a,  Nilai papu dana s.d. Rp 500 jutn Qrang / Bulan Rp 400,000.00
b.  Nilai pepu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar Crang / Bulan Rp 480,000.00
_______ ~ __ & Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar QOrang / Bulan Rp 570,000.0C
R _ _d.  Nilai pagu dana di otas Rp 2,5 miliar s.4. Rp § miliar Orang f Bulan Rp 660,000.00
o e.  Nilai papu dana di atag Rp § miliar s.d. Rp 10 miliar Orang f Bulan Rp 770,000.00
B f.  Nilai pagu dena di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar QOrang f Bulan Rp 880,000.00
_g. Nilai papu dans di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar Crang {/ Bulan Rp 990,000.00
_ . Nilai papu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar Orang / Bulan Rp 1,250,000.00
i.  Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar Qrang / Bulan Rp 1,520,000.00
s Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Qrang / Bulan Rp 1,780,000.00
k. Nifai pagu dana di atag Rp 250 miliar s.d. Rp 500 millar Orang / Bulan Rp 2,040,000.00
o . Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Orang f Bulan Rp 2,440,000.00
m,  Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 tritiun Orang / Bulan Rp  2,830,000.00
. 1. Nilai pagu dana di atas Rp | triliun QOrang / Bulan Rp 3,230,000.00
""Z7| HONOR FENGADAAN BARANG/JASA
e 2.1 MONORARIUM FEJABAT PERGADAAN BARANG / JABA Orang / Bulan Rp 680,000.00
2.2 TUNJANGAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.2.1. Heclompok Kerja Pongadosan Barang dan Jasa
o - Kelua/Sekretaris{Angeota Qrang/Bulan Rp 8,300,000.00
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T 2.2,2. Sekretariat Kelompok Kerja Pengadanan Barang dan Jasa
_ - Kepala Bagian UKBPJ Orang/Bulan Rp 6,000,000.00
- Kepala Sub Bagian UKBPJ Crang/Bulan Rp 4,500,000.00
B P - Catatan : —_
- Hanya di berikan Kepada UKBPJ danr diperhitungkan dalam TPP Sebagai
. o turyangan objektif lainnua
2.2 HONORARIUM PENGGUNA ARGGARAN _— ~
C2.3.1.
1 Honorarium Pengguna Anggaran Pongadaan Barang/Jasa {(Konstruksi)

_ ’ A Nilai pagu pengaduan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang [ Paket Rp 3,580,000.00
o b.  Nilai pagu pengadaan di alas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Qrang / Paket Rp 4.030,000.00
o ¢ Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Orang / Paket Rp  4.490,000.00

4. Niloi pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar 5.d. Rp 1 triliun Qrang / Paket Rp 4,940,000.00
. _ € Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun Crang / Paket Rp 5,560,000.00
B 2.3.2. '
Honorarium Pengguna Anggaran Pongadoann Barang |[Noo Konstruksi)

T _ it Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar Orang / Paket Rp__ 3,230,000.00
e b. Nilai payny penpadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Orang / Paket Rp 3.640,000.60
o ©. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar Qrang / Paket Rp 4,040,000.00

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp ! triliun Qrang / Paket Rp 4.450,000.00
| €. Nilai papu pengadaan di atas Rp 1 triliun QOrang / Paket Rp 5,010,000,00
2,3.3.
Henorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)
- 2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliat s.d, Rp 250 miliar Orang / Paket Rp  3,230,000.00
— b, Nilui pagny pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar Qrang [ Paket Rp 3,640,000.00
_&,__ Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar 5.d. Rp 750 miliar Qrang [/ Paket Rp 4.040,000.00
o Nilai payma penpadoan di atas Bp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun Orang / Paket Rp 4,450,000.00
_ _ Nilai papgu pengadaan di atas Rp 1 triliun Qrang / Paket Rp 5,013,000.00
2.3.4
Honororlum Pengpuna Anggaran Pengadaan Jasa {Non Honstrukei)
4. Nilai pagu pe.ngadaan Jjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar Orang / Paket Rp 1,510,000.00
s.d. Rp 25 miliar
b.  Nilai pagu pe_n_gadaan jasa konsullansifjasa lainnva di atas Rp 25 miliar Orang / Paket Rp 1,750,000.00
_ _ s.d. Rp 50 miliar
¢.  Nilai pagu pe.n.gadaan Japa konsultansi/jasa leinnya di atas Rp 50 miliar Orang / Paket Rp 1,990,000.00
e s.d. Rp 75 miliar s
d.  Nilai pagu pengadaan Jasa konsultansifjasa lainnya di atas Rp 75 miliar
s.d. Rp 100 miliar QOrang / Paket Rp 2,230,000.00
¢, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya di atas Rp 100 miliar .
s.d. Rp 250 miliar Orang / Paket Rp 2,560,000.00
f. Nilai pugu pengadunn jasa konsullansi/fjasa lainnya di atas Rp 250 miliar
5.d. Rp 500 miliar CGrang f Paket Rp 2,880,000.00
g Nilai pagu pengadaan jasa ikonsultansiffasa lainnya di atas Rp 500 miliar Orang / Paket Rp 3,200,000.00
| ) s.d. Rp 750 miliar
h.  Nilai pagu E&sngadaan jmsa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar Orang / Paket Rp 3,520,000,00
| o s.d. Rp 1 triliun
Y Nilai pagu pengadsaon jasa Ronsultansi/jasa lainnye di atas Rp 1 triliun Orang / Paket Rp  3,960,000.00
B ~ i Calatan !
- Hongrarium pengguna Anggaran dilekotkan pada Kegiatan pengadean
barang/ jasa yang di Poketkan
- Dalam  Pengguna Anggaran didelegasikan kepada Kuasa Pengguna
Arnggaran, dalam hal ini honerarium di atas hanga diberikan kepada
PA/KPA  ynng melnkukan penandatonganan  Kontrak  Pekerjaan
Barang/ Jusa
J— - |
| 2.4 _HONORARIUM PENGURUS BARANG Crang { Bulan Rp 1,100,000.00
Catalan
Pengurus barang pada Sub Unit Satuan Kerja dianggarkan pada SKPD
masing-masing
2.5 HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS Orang / Bulan Rp 850,000.00

R BARANG

T |7 "=.6  HONQRARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG
a Nilai pengelolaan aset sampai dengan Rp 1 miliar Qrang f Bulan Rp 500,000.00
Nital pengelelaan aset di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar Orang / Bulan Rp 550,000.00
Nilai pengelolaan aset di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar Orang / Bulan Rp 650,000.00
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1
Nilai pengelolaan aset di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar Orang / Bulan Rp 800.000.00
€ Nitai pengelolaan aset di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 mitiar Qrang / Bulan Rp 950,000.00
f . . .
Nilai pengelolaan uset di ates Rp 100 miliar sampai dengan Rp 500 miliar Orang / Bulan Rp 1.300,000.00
' ' g _ Nilai pengelolaan aset di atas Rp 500 miliar Orang / Bulan Rp  1,500,000.00
) PFJABATI_PAN[TM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN -
31 PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA
- __ B Pejabal Pemeriksa Hasil Pekerjoan/Pengadaan BarangfJasa Crang f Bulan Rp 400,000.00_
Cetatan @
- Maksimum ! erang untuk pagu pekerjaan/pengadoan sampai dengan Rp.
200 juta o
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjoan/Pengadaan Non Konstruksi
dianggarkan pada Sekretariat SKPD
32 pANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/ JASA
- Nilai pagu pckerfran/pengadaan di atas Rp. 200 juta a.d Rp, 500 juta
T Ketua oP Rp 500,000.00
o Sekretaris op Rp 450,000.00
Angpota OP Ep 400,000.00
Nilal pagu pekerjaan/pengadonn di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 millar
—_— Ketua oF Rp__ 600,000.00
_ Sekretaris OP Rp 550,000.00
T A Anggota OF Rp 500,000.00
c.  Nilal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 millar s.d Rp. 2,6
. millar
o Ketua op Rp 750,000,060
Sekretaris oF Rp 700.000.00
__ Anggota oP Rp 650,000.00
d.  Nilal pagu pekerjaan/pengadaan dl atas Rp. 2,5 millars.d Rp. 5
R millar
i Kewa oP Rp 900,000.00
_ _Sekretans ar Rp 850.000.00
Anggata OF Rp 800.000.00
Nilai pngu pekerjnan/pengadaon di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
] Ketua oP Rp _ 1,050,000.00
Sekrelaris (o3 Rp 1,000,000.00
- Anggota opP Rp 950,000.00
f.  Wilal pagu pekorjaan/pengadaan di atas Rp, 10 millar s.d Rp, 25
. millar
| _ Kelua oP Rp 1,250.000.00
i} Selkretaris QP Rp 1,200,000.00
. | Anggota QP Rp 1,150,000.00
g.  Nilal pagu pokerjuan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar a.d Rp. 50
millay
o _ Ketun QP Rp 1,450,000.G0
Sekretars QF Rp 1,400.000.00
Angpotn QP Rp 1,350,000.00
h. Nilal pagu pekerjaanfpengadaan di atac Rp, 50 millar . d Rp. 75
_ __ millar .
_____ Ketua oP Rp__ 1,650,000.00
o — Sckretunis______ op Rp___1,600,000.G0_
- Anggota OP Rp 1,550,000.00
i, Nllai pagu pekerjaan/pengadaan df ataz Rp. 75 miliar s.d Rp. 100
N miliar )
___ B Krtue OF Rp__ 1,800,000.00
Sckretaris QP Rp 1,75G0.000.00
Anprota OFP Rp 1,700,000.00
T §. Nilal pagu pckerjuan/pengadean di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 o
_ ___ millor
Ketua or Rp 2,100.000.00
. SBrkretaris OF Rp 2,050,000.00
o Anggota op Rp  2,000,000.00
k. Nilal pagu pelierjaan/pengadaan di atas Hp. 250 miliar s.d Rp. 500
_ millar
e . Ketua OP Rp 2.350,000.00
| R Selretaris QP Rp 2,300,000.00
_ ____Anggota oP Rp 2,230,000.00
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I, Nilal pagu pekezjoan/pengadaan di atas Rp, 500 millar e.d Rp. 750
o miliar +
o Ketua oP Rp 2,600,000.00
.' Sckretaris or Rp __ 2,550,000.00
. Anggota oP Rp _ 2.500,000.00
, m. HNital pagu pekerjaan/pongadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1
triliun R
. Ketun Qor _ Rp 2,850,000.00
. Sekretans or Rp 2,800.000.00
_ Anggola QP Rp 2,750,000.00
_ o, Nilai papu pckerjoan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun
. . Ketua P Rp __ 3,250,000.00
o . Selretaris QP Rp _ 3,200,000.00
o Anggota QP Rp 3,150,000.00
o 3.3 BESARAR MAKESIMUM JASA PERENCANAAN & FERGAWASAN
3.3.1 P fiaan
o . afd 250 juta Maksimum 18,1% Rp  45,275,000.00
i b, diates 250 juta s/d 500 juta Maksimum 15,0% Rp 75,150,000.00
- c. diatas 500 juta s/d 750 juta Maksimum 13,7% Rp 102,825,000.00
d.  diatas 750 juta sfd | miliar Maksimum 12.4% Rp 123,900.000.0C
. e, diatas [ miliar s/d 2,5 milior Maksimum 10,2% Rp 255.750,000.00
[ di atns 2.5 5/d 5 miliar Maitsimum 0,.9% Rp 464,000,000.00
I B. _ diatas 5 miliar Maksimum 9.3% Rp 467.898,000.00
) _ 3.3.2 Pengawasan
a,  sfd 250 juta Maksimum 10,6% Bp 26,475,000.00
) _ b, diatas 250 juta sfd 500 juta Maksimum 9,2% Rp  45.750.000.00
. 1. _ e diatas 500 juta sfd 750 juta Maksimum 8,4% Rp  63,263,000.00
L d. diatas 750 juta s/d 1 mjliar Maksimum 7,7% Rp  77,200,000.00
o c. diatas )} miliar 3/d 2,5 miliar Maksimum 6,5% Rp 161,750.000.00
. A ___diatos 2,5 s/d 5 miliar Maksimum 5,4% Rp 270,500.000.00
~ g diatas 5 miliar Maksimum 5,4% Rp 272,740,000.00
4 HONORARIUM TUNJANGAN KHUSUS BUD/KUASA BUD/KUASA BUD PENGGANT] DAN
PEJABAT PENGELOLA KAS DAERAR
a.  Bendahura Umum Dacrah {BUD) / PPKD Orang / Bulan Rp  15,000,0600.00
| b, Kuasa BUD 7 PPKD Orang / Bulan Rp _ 10,000,000.00
o €. Kuusa BUD Pengpanti Orang f Bulan Rp 3,000.000.00
. Pejabat Pengelola Kas Daerah Orang / Bulan Rp 5,000,000.c0
| ___t.  Pembantu PPKD / Kuaza BUD
— _ Eselon 111 Crang / Bulan Rp 5,000.000.00
—— Eselon IV Orang f Bulan Rp 4,000,000.00
| o {, Pembantu BUD/PPKD Gol.IV/11l COrang / Bulan Rp 2.500,000.00
_____ f. Pembantu BUD/PPKD Gal.il/] Orang / Bulan Rp__ 2.000,000.00_
5 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA
"] T 5.0 1ONORARIUM HARASUMBER/PEMBAHAS
__ _a.  Menteri/Pejabat Setinghkat Menteri/Pejabat Negara La_tinnya . Qrang / Jamn Rp 1,700.000.00
o Ej;pilﬁg:miqahat f:;:,?ikat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lannya Orang / Jam Rp 1,400.000.00
o €. Pcjabat Esclon | / Di Sctarakan/S3 OQrang / Jam Rp 1,200.000.00
d.  Prjabal Eselon Il / Di Setarnkan/S2 Orang / Jam Rp 1,000,000.00
€. _ Prjubat Esclon Nl Kebawah f G Sctarakan/S] Crang / Jam Rp 900.,000.00
Catatar
" Dalam hal nara ber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah pengelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50%
flima pulufi persen) dari honerarium narasumber/pembahas.
"5.2 HONORARIUM MODERATOR. Crang / Keg Rp 700,000.00
" 5.3  HONORARIUM FEMBAWA ACARA Orang / Keg Rp 400,000.00
5.4 HONORARIUM PANITIA
i} a. _Penanggung Jawab (Kepala SKPD) Orang [ Keg Rp 450,000.00
__b. Ketua/Wakil Ketua Qrang / Keg Rp 400,000.00
e c._ Sekretaris Orang / Keg Rp 300,000.00
| d.  Anppotu PNS/Non PNS Orong / Keg Rp 300,000.00

| _ periyvlenggera danfetgu masyarakat.

Catatan

- keyiatan seninar, rapal Kerja, sosialisasi, diseminasi, woerkshop,
sarasehan, simpostum, lokakarya, dan kegiatan sefenis sepanjang peserta
yang menjadi sasaran utama kegiatar berasat dari luar satuan kerje
perangkat daemit
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- Untuk jumlah peserta 40 {empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia

keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dor jurlah peserta

- Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 orang, jumlah panitia Keseluruhan
yang dapar diberikan hongrarium maksimal 20 omng

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
HEGIATAN

6.1 HONORARIUM TIM PELAKSANA MEGIATAN

6.1.1 Yong ditetopkan olch Walikota

a.  Penparah (Walikota)

Orang / Bulan

1,500,000.00

Waki] Pengarah (Waldl Walikota)

Orang / Bulan

1,300,000.00

Penanggung Jawab {Sekretaris Dacrah)

Orang / Bulan

1,250.000.00

Ketua {(Kepala SKPDY}

Qrang / Bulan

1,000,000.00

Wakil Ketua

Qrang / Bulan

$50,000.00

- aainle

Sekretaris

Qrang / Bulan

750.000.00

[ ) vﬁngguta PNS

Orang / Bulan

750,000.00

h. _ Anggota Neon PNS

Orang / Bulan

500,000.00

Catatan :

- mempunyai keluaran foutput) jelas don terndaer

i tersifat koordinatif untuk pemerintah dagrah flintes SKPD dan Luar
Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprigritnskan

- merupekan  tugaes tambahan atau  perangkapan  fungsi
bersanghuran diluar tugas dan fungsi schani-hari:

bagi yang

__ ditekukan sccara selektif, efektif, dan efisien.

- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitinan Sebanyak 10 Qrg Komposisi
diatur pade penjetasan PERWALI

" Jumnlah Maksimal Nan PNS tidak boleh melebihi jurnlah PNS pang di SK kan

6.1.2 Yanp ditetopkan oleh Sckretoris Dasrah

a. _Penparah (Sckretaris Daerah)

Crang f Bulan

750,000.00

__Penonpgung Jawab [Kepala SKPD)

COrang / Bulan

700,000.00

Ketua (Kepala Bidong)

Orang f Bulan

650.000.00

Orang / Bulan

600,000.00

Sekretarnis

Qrang / Bulan

500.000.00

Anppota PNS

Qrang / Bulan

500.000.00

n.
¢
d.  Wakil Ketua
€.

T
B-

. - Angpota Non PNS

Orang / Bulan

350,000.00

Catatan :

- mempunyat keluaran {outpul) jelas dan terukur

- bersifat kourdinatyf’ uatuk pemerintch daerah {lintas SKPDY), temparer dan

N pelaksanaan kegiatannya periv diprioritaskan

- merupakar legas tambohan atan  perangkapar  fungsi bagi yang
_ __ bersangkutan diluar tugas dan fungst sehari-hary;

- dilakukan scrara sclektif, efektif, dan efisien

- Jumiah Maksimal PNS dalum kepanitinpn Schanyek 10 Org Komposisi
_ diatur pada penjelasan PERWALL

" Jumlah Maksimal Nont PNS tidak boleh melebihi fumlah PNS yang di SK kan

6.2 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGLATAN

6.2.1 Yang dltotapkan oleh Sekrotaris Dacrah

_a.  Ketua/Wakil Ketua

Orang / Bulan

Rp

250.000.00

b.  Anggota PNS & Non PNS

Qrang f Bulan

Rp

220,000.00

Catatan :

~ Sekretariat &m pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari tin pelaksana keqiatan.

" Sekretarict fim pelaksona kegiatan hanya dopat dibentuk untuk menunjang
tm pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daeraly,

" Sekretariat Tim Peluksana Kegiatan Berada pada SKPD Petaksana Kegiatan

- paling banyak 10 {scpuluh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana
_ kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota,

- paling banyak 7 {tujuft) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegintan
~ = yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

HONORARIUM FEMBERI KETERANGAN AMLI SAKSI AHL] DAN BERACARA

. Honorarium Pemberi Keteranpan Ahlif Saksi Ahil

Orang / Keg

Rp

1,400,000.00

b.  Honorarium Beracara

Crang / Keg

Rp

1. 800.,000.00
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8 | HONORARIUM PENYULUH NON PEUAWAL NEGERI GIFIL
i a._ SLTA Orang / Bulan Rp _ 2,100,000.00
L. DU/DI DI Sarjana Terapan Orang / Bulan Rp 2,400,000.00
¢. _ Sarjapa 51) QOrang / Bulan Rp 2,600,000.00
L _ 4 Master (S]] Orang / Bulan Rp __ 2,800.000.00
e, Doktor (83} _ o Qrang / Bulan Rp __ 3,000,000.00
9 HONORARIUM ROHANIAWAN Crang { Keg Rp 400,000,00
Catatan *
" diberikart kepada any yang ditlugaskan olek pejabat yang benvenang
bagai rehani 1 dalam pengambilan sumpah jabatan
19 HONORARIUM TIM FENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA
_ TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE .
- 10.1 Honorarlum Tim Penyusun Jumal
. a, Penunprung Jawab QOrong f Terbit Rp 500,000.00
. _h.  Redakiur Orang / Terbit Rp 400.000.00
<. Penyunting/Editor Orong / Terbit Rp 300,000.00
o . Desain Gralis Qrang f Terbit Rp 180,0006.00
e.  Fotografcr Orang f Terbit Rp 180,000.00
[ Sekretariat Orang / Terbit Rp 150,000.00
o __ B Pembuat Artikel Per Halaman Rp 200,000.00
_ 10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah
a. _Penanggung Jawab Orang / Terbit Rp 400,000.00
P b.  Redaktur Orang f Terbit Rp 300,000.00
- ¢. _Penyunting/Editor Orang / Terbit Rp 250,000.00
_— 4. Desain Grafis Orang / Terbit Rp 180,000.00
— c.  Fotografer Drang / Terbit Rp 180,000.00
. 5. Sekretariat Qrang / Terbit Rp 150,000.00
g Pembuat Artikel Per Halaman Rp 100,000.00
o 10.3 _Honorarim Tim Penpelola Teknologl [nformasi/Peagelola Website
. a. _ Pennnggung Jawab Crang / Bulan Rp 500,000.00
— b, Redaktur QOrang / Bulan Rp 450,000.00
I c.  Editor Orang / Bulan Rp 400,000.00
o d.  Web Admin Orang / Bulan Rp 350,000.00
_ €. Web Developer Qrang / Bulan Rp 300,000.00
. . Pembuat Artikel Per Halaman Rp 100.000.00
11 HONORARIUM PENYELENGOARA UJIAN
11.1 Hongrarium Peayelenggnra Ujian Tinghkat Pendidikan Dagar
- _ A Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujisn Naskah / Pelajaran Rp 150,000.00
o b. _ Pengawss Ujian Orang / Hari Rp 240,000.00
I __ ¢ Pemeriksa Hasil Djian Siswa / Mata Ujian Rp 5,000.00
. - .. _Lnatman :
e « Khugus Dings Pendidikan
- imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ufian, pengawas ujian,
pengufi, atan pemerksa hosil ufian yang bersifat lokal sesual dengan
ketveniingan Pemerintuh Kota
L 11.2 _H'unorarium Penyclengpara Ujlan Tingkat Pendidikan Meneogah
- a. __ Penyusun Atau Pemnbuat Naskah Ujian Naskah / Pelajaran Rp 190,000.00
N _ b, Pengawas Ujian Orang / Hari Rp 270,000.00
_ ¢, Pemcriksa Hasll Ujian Si{swa / Mata Ujian Rp 7.500.00
- _.Catgtan ;
+ Khusus Dinas Pendidikan
- tmhalan diberikan kepada penyusunan naskah ujion, pengnuwas wjian,
penguji, atau pemerikse hasil ujfan yeng bersifat lokal sesual dengan
kewwengngen Pemenniah Kot
12 HUONQRARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA
__t_12.1 Honorarium Fenyusun Butir Soal Tingkat Propinal/Kabupaten / Xota Per Butir Soal Rp 100,000.00
T 12.2 Honorarium Teloah Butir Soal Tinghkat Propinsl/Kabupaten/Kota
T "3 Telaah Materi Soal Per Butir Soal Rp 45.000.00
b,  Telaak Bahasa Soal Per Butir Soal Rp 20.000.00
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[DIKLAT) ;
3.1 Honorarium Penceramah OJP Rp 1,000,000,00
13.2 Honorarium Pengajar yang b 1 darl luar satuan kerja peranghat daerah oJr Rp 300,000.00
13,3 Honovarium Pongajar yang berasal darl Dalam satuan kerjn peranghkot dnorah OJP Rp 200,000.00
) 13.4 Honorarium Penyusun Modul Diklat Per Modul Rp _ 5,000.000.00°
_ : 13,5 Hangrardum Panitia Penyelengpgara Diklat
13.5.1 Lama Diklat e.d, 5 harl ; _
| o Pepangeung Jawab Qrang f Keg Rp 450,000.00
. b KetuafWakil Ketua Qrang [/ Keg Rp 400,000.00
_ ¢.  Sekretaris Crang f Keg Rp 309,000,00
d. Anggota Crang f Keg Rp 300,000.00
) 13.52 Lama Dikiat 6 u,d. 30 hari ; -
) a. _Pennnggung Jowab QOrang / Keg Rp 675.000.00
b, Ketua/Wakil Ketua Qrang f Keg Rp 600,000.00
_ . Sekretaris Orang / Keg Rp 450,000.00
. d.__ Anggota Orang / Keg Rp 45,000.00
) 13.5.3 Lama Diklat Lebih 30 harl @
A, Penanpgung Jawab Orang [ Keg Rp 900,000.00
. b, Ketua/Wakil Ketua Qrang / Keg Rp 800,000.00
. c.  Sekrelaris Qrang / Keg Rp 600,000.00
o _d. _Anggota Qrang / Keg Rp 600,004.00
14} HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
) -__!_4. I Honorarlum Tim Anggaran Pemercintah Daecah
. Pembinp (Walikota) Qrang / Bulan Rp 3,500,000.00
_ ___h. _ Pengarah {(Wakil Walikola) Qrang / Bulan Rp 3,000,000.00
_ c ___!(ﬂu:l |Sekreraris Daerah) Orang / Bulan Rp 2,500,000.00
Wakil Kctua [Asisten Yang Membidangt, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda) Orang / Bulan Rp 2,000,000.00
- e _ Sekretaris (Kepala BPKAD] Orang / Bulan Rp _ 1,500,000.00
i _ L Anpgata QOrang f Bulan Rp 1,300,000.00
__-_-:- 14.2 Haonorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.  Ketua Orang / Bulan Rp 1,000.000.00
I b, Sekretaris Orang / Bulan Rp $00,000.00
. _t_ Anppaw Orang / Bulan Rp 600,000.00
15 | HONOR PENYUSUNAN KUA-PFAS, APBD POKOK DAN PERUBAHAN, ASISTENSI RKA- N
SKFD E DPA-SKPD & KONSOLIDASI LAFORAN KEUANGAN
Lo a. _ Pengarah [Waliketa) Qrang/ Kepiatan Rp 1,500,000.00
. ] _ b Wakil Pengarah (Wakil Walikota) Orang/Kegiatan Rp 1,300,000.00
. ¢ Penanggung Juwnb (Sckretaris Daerah) Orang/Kegiatan Rp 1,250,000.00
d.  Ketua (Kepala SKPD) Qrang/Kegiatan Rp 1,000,000.00
e Wakil Ketua o Orang/Kegiatan Rp 850,000.00
_ . Sekretaris Crrang/ Kegintan RFp 750,000.00
B  Anggota PNS Orang/Kepiatn Rp 750,000.00
h.  Anggotn Non PNS Orong/Kegiatan Rp 750,000.00
—— Catatan
e - _mempunyai keluaran foutput) jelas dan terukur
_ R - dilakukan secara selektif; efektif, dan efisien.
e - bersifal kourdinatif untuk pemerintah daerah flintas SKPD)
- merupakan tugas tambahan atau pemngkapanr fungsi bagl yong
bersangkutant difuar tugas dan fungsi sekan-hari;
- Tidak dapat bertkan pada TAFD Pemerintah Kotn -
16
HONORARIUM PENGELOLAAN S5P2D, PENGQENDALIAN DAN PFEREREBITAN 3SPD,
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DERAH, PENGAWASBAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK DAERAH, KONSOLIDASI LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
':_-_: . a.__Pengarah (Walikota) Crang/Kegiatan Rp__ _1,500,000.00
__ b, _ Wakil Pengarah (Wukil Walikota) Orang/Kegiatan Rp §,300.,000.00
o <. Penangeung Jowab (Selretaris Daerah) Ormang fKeglatan Rp 1,250,000.00
T d  Ketua (Kepala SKFPD) Orang/Kegiatan Rp 1,000.000.00
o v Wailul Ketun Orang/ Kegiatan Rp 850,000.00
e [ Sekrelarie Orong/Kegintan Rp 750.000.00
o g Anggota PNS Qrang/Kegiatan Rp 750.000.00
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h___ Angpota Non PNS QOrang/Kegiatan Rp 750,000.00
_ Catatan .
nempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
| . _ -_diakukan sccara selektif, efektif, dan eftsien.
Tiddak dapat diberikan untuk PNS BPKAD
17 HUNORARIUM PENINGHATAN KINERJA ADMINISTRASI KEUANGAN .
L a. hTenaga Administrasi Keuangan (Non PNS) QOrang / Bulan Rp 2.000,000.00
b. _ Tenaga Teknologi lnformasi yany Borsertifikat IT) - Non PNS Orang / Bulan Rp 6,500,000.00
Catatan;
© Khusus Badan Pengelol Keuangan dan Aset Daemmh
18 HONORARIUM OPTIMALISASI PAJAK ONLINE _
_ Trnaga Teknologi informasi (yang Bersertifikat [T) - Non PNS Orang / Bulan Rp__ 6.000.000.00
Cataran;
. - fhusus Badan Pendaepatan Dasrah
_19° | BIAYA TRANSPORTASI TIM PELAKSANA KEGIATAN
Diberikan sebagai penggenti biays transport Orang / Har Rp 100,000.00
Catalun;
- mumpunyai keluaran foutpur) felas dan terukur
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Disvsugikan dengan ketersedinan anggaran SKPD.
" Uang Transport inti di berkan untuk PNS/ NON PNS yang turun ke lopangan
dan memberikan kontribust langsung dalam pelaksanaan kegiatan
- diberikgn secarq terukur, selektif dan efisien
20 | HONORARIUM LEMDAGA FEMANTAU INDEPERDEN [LPI)
) 2. Kewua Komisioner Qrang/Bulan Rp 9,500,000.00
b, Angpota Komisioner Qrang/Bulan Rp 7,300,000.00
o ¢, Kepala Sekretariat Orang/Bulan Rp 2,500,000.00
d.  Kepala Uruson Umum Orang/Bulan Rp 2,500,000.00
| ¢, Stuf Sekretariat Orang/Bulan Rp 2,000,000.00
21 | NONORARIUM PENGEMUD] DAN TENAGA PENGAMANAN
__ a.  Satpam / pengamanan kanter, pengemudi, Orang/Bulan Rp 1.000,000.00
b.  Sopir Homecare/Ambulance/ Ambulance Laut COrang/Bulan Rp 1.000.000.00
-7 Catalnn
o - Khusis Non PNS
N 22 HORORARIUM TENAGA AHLI POLIKLINIK SEKRETARIAT DPRD
i} “n._ Dnkter Orang / Bulan Rp__ 3,000,000.00
o b Paramedis Orang / Bulan Rp 400,000.00
Catatarn
''''' - Khusus Sekretariat DPRD
"23 | HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
a.  Koerdinator Fasilitator Qrang / Bulan Rp 3,000.000.00
T b. Anggota Fasilitater Orang / Bulan Rp __ 3.000.000.00
o Cutfeifers,
" . Diberikan kepada Tenaga Profesional Minimal 51
» Khusus untuk Dinas Pekerjnan Umum delaom pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat untuk pendampingan masyarakat dalam
R _ ___pengelolean dena Hibah
24 | 1fONORARIUM KOMISIONER OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR
" Ta.___Komisioner Qrang / Bulan Rp _ 8,9462,500.00
" b.  Asisten Komisionsar Orang / Bulan Rp 3.700,000.00
' i "7 & Kepala Urusan Umum Orang / Bulan Rp _ 2,400,000.00
d. Sl Qrang / Bulan Rp _ 2,000,000.00
- Cotatin -
+ Khusus Bagian Orgunisast dan Tata Laksana Sekretariat Doerah Kota
Muokassar
25 HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN OMBUDSMAN KOTA MAHASSAR
| ___+ Narasumber Orang / Kegintan__| Rp 800,000.00
T Catatan

Khusus Bagian Organisasi dan Tate Laksana
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26 HONORARIUM NARASUMBER TIM ADVOKASI HUKUM
_o_ Tunaga Ahli Orang/Jam/Bulan Rp 1,060,000.00
— Catuiun
Diherikan kepada SHPD Secarn Selektif
- Nurgsumber dirnaksud mempunyal akreditas, dan terdaftar dalam asosiosi
. __ organisasi aduokat
27 HONORARIUM TENAGA AHLI] INSTRUKTUR/ NARASUMBER FADA HKEGIATAN
SELEKSI PENERIMAAA CALON_ASK
27.1 T!@ngawan
I a Panitia Pengawas Ujian Orang/ Kegiatan Rp 650,000.00
b.  Tim Ingpckiorat Kota Mal r QOrang/ Kegiatan Rp 650,000.00
. |- ___ & Tim Provinsi Sul-Sel COrang/ Kegiatan Rp 650.000.00
d. Pembantu Umum Orang/ Kegiatan Rp 6£50.000.00
Catatan }
- Personil Kepamtinan Bukan berasal dar Badan Xepegawaian dan
_ Prngembangan Sumber Daye Manusia Daerah
27.2 Tim CAT BKN
. Ketuw Orang/ Kegiatan Rp 800.000.00
_ k. Sckretaris Oranp/ Kegiatan Rp 750.000.00
€. Koordinator Orang/ Kegiatan Rp 700,000.00
d. _Angpota Orang/ Kegiatan Rp 550.000.00
___| 27.3 Bisya Pembantu Soal TKB
- Per Soal Soal Rp 7.500.00
_ o Catatan —
Khusus Badan Kepeg far dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- - . Davigh
28 | HONORARIUM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS
| _|. 2#.1 Tim Kepangkatan BKN Reg.lV
8. Ketua Orang/ chiatan Rp 1,200,000.00
e b.  Sckretaris Qrang/ Kegiatan Rp 1,000,000.00
. ¢.  Keoordinator Crang/ Kegiatan Rp 850,000.00
L _d.  Angpotn Orang/ Kegiatan Rp 750,000.00
28.2 'I‘im Hepanpkatan Provinsi L
. a.  Kelua Crang/ Kegiatan Rp 1,200,000.00
o b.  Schkretaris Qranp/ Kegiatan Rp 1,000,000.00
. €. Koordinotor Qmang/ Kegiatan Rp 850,000.00
L d.  Angpota Crang/ Kegiatan Rp 750,000.00
. 28.3 Tim Administraci Pensiun BKN Reg IV
. a. Ketun Qrang/ Kegiatan Rp 1,200,000.00
- k. Sekretaris Qrang/ Kegiatan Rp 1,000,800.00
_ ¢. Koordinator Orang/ Kegiatan Rp 850,000.00
L d.  Anggotn Orang/ Kegiatan Rp 750,000.00
—_— Crratan ;
" Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Duerah, Honorarium Bukan Untuk PNS/ Tenaga Kontrak Pembkot Makassar
29 | HONORARIUM TIM EVALUASI TBP
N w.__ Penpurah (Waliketa} Crang/Bulan Rp [,500,000.00
1. b.  Wakil Pengarah (Wakil Walikota) Qrang/Bulan Rp 1,200,000.0¢
. ¢ Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) Oranyg/Bulan Rp 1,250,000.00
_ _ 4. Ketua (Kepala SKPD) Orang/Bulan Rp 1,000,000.60
| e Waldl Ketua Orang{Bulan Rp £50,000.00
T _ [ Sekrelaris Orang/Bulan Rp 750,000.00
—_— g- Anggots PNS Qrang/Bulan Rp 750,000.00
h.  Anggota Non PNS Orang/Bulan Rp 500,000.00
. i.  Operatgr TPP SKPD (PNS, NON PNS) Orang/Bulan Rp 350,000.00
Catatan ;
) - mcmgum;m keluaran foutpud) jelas dan terukur
- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerch {lintas SKPD dan luar
o Pemerintah)

- merupakan tugas tambohan aigu  perargkapan  fungsi
bersangkutan dituar tugas dan fungsi sehar-hari

bagi panrg

- dilukukan secara selektif, efektif, dan efisien.
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30 HONORARIUM PENGELOLAAN "ADMINISTRASI TUNJANGAN MINERJA ASN GEGARA
ELEKTRONIK
_ a.  Tenapa Administrator SIMPEG Qrang / Bulan Rp 2,000.000.00
b, Tenaga Administrator SIAP Web dan Mobile STAP QOrang / Bulan Rp 2,000.000.00
~ ¢, Tenage Administrator c-Kineria Crang / Bulan Rp_  2.000.000.00
Catatan -
Klusus Badar Kepegawaian dan Pengewmbangan Sumber Daya Manusia
Daerah, Honararium Bukan Untuk PNS/ Tenage Kontrak Pemkot Makassar
31 | HONORARIUM REKRUITMEN DALAM JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
. 4. Rohaniawan Qrang/ Kegiatan Rp 400,000.00
b, Pembaca Doa Orang/ Kegiatan Rp 409,000.00
e LCotetnin
Khusus Badan Kepeg dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
. _ Puerah
"32 | ~ PEMBERIAN GANTUAN TUGAS BELAJAR DAN 1ZIN GELAJAR
o 32.1 Izin Belajar Qrang [/ Paket Rp 5,000,000.00
— Catatar .
- Program Bantunn Izin Belajar Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa
o Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun
- Paket dimaksud diberikan secara sekaliqus; dibertkan secura selektif
o niversitas Minimal Terakreditasi "B”
, 32.2 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUF BEASISWA PROGRAM GELAR DALAM
WILAYAH MAKASSAR
T a. _ Jenjang pendidikan D IV - 51 Otang / Paket Rp__ 50,000,000.00
b. _Jenjang pendidikon S$2 Orang / Paket Rp  70,000,000.00
. _ €, Jenjang pendidikan 83 Orang / Paket Rp 300,000,000.00
__ _Cuataran .
Kiusus Badan Kepegowaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| - Daerah
Program Beasiswa Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja
_ Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun
Paket dimaksud diberikan mulai dari aual Tugas Belajar sampai dengan
_ Relulusan; diberikan secera bertahap kepada penerima
i ___ iriversitas Minimal Terakreditnsi A"
32.3 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DI LUAR )
WILAYAH MAKASSAR [JAWA|
. T 77 a_ Jenjang pendidikan DIV - S1 Orang / Paket Rp__70,000,000.00
b, Jepjang pendidikan 52 QOrang / Paket Rp 100,000,000.00
€. Jenjung pendidikan §3 Crang [/ Paleet Rp 400,000,000.00
R Curtatarr
+ Khusus Badan Kepegaweion dan Pengembangan Suwmber Deya Manusia
| . Dereruk
- Program Beasisua Hanye Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerna
Pengabdian Kepadn Pemerintah Kota Minimal § Tahun
Faket disnaksud diberikan mudal dan awal Tugas Belajar sampoi dengan
hefulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima
_ __ - Universitus Minimal Terakreditasi "A"
33 UJI HOMPETENSI ASN DAN PENINGHATAN MENTAL ROHANI
23.1 Kontrlbusi Uji Kompetensl Orang/Kegiatan Rp __ 7,500,000.00
- __h 33.2 K;Eﬁ:usiie_gtatan Diklat Pengembangan Kompetensl ASN
Lo _a.  Pengiriman Peserta Qrang/Kegiatan Rp 4,500,000.00
— — _ _ b Perjalanan Dinas Orang/Kegiatan Rp 7,500.000.00
o Cotatun
- Khusus Badan Kepegawaian dart Peagembangan Sumber Daya Manusiq
. Daeralh
3 HONORARIUM PANITIA SELEKS] KEPATUTAN DAN KELAYAKAN PEJABAT DAN
CALON PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
- : - _T_ig_f:wawancnmchmhu.ntIPemerihn Soal
e i Ketua Tim Crang f Jam Rp 300,000.60
o . Wakil Ketua Crang / Jam Rp 300,000,00
£, Sekretaris Qrang / Jam Rp 250,000.00
b A, Anggota Qrang / Jam Rp 200,000.00




URAIAN

No
1 2 ML T T - 2.8 SR JPUL ARG
a5 DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL
w. Diklat Pimptnan Tk. 1l { Lama Diklat 10 Minggu ) Orang / Angkatan | Rp__ 30,261,000.00
__b. Diklat Pimpinan Tk. W { Loma Diklat 7 Minggu ) Orang / Angkaten Rp  22,125,000.00
¢ Diklat Pimpinan Tk. IV [ Lama Diklat 6 Minggu ) Orang / Angkatan Rp 20,230,000.00
“36 HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT
#. _ Narasumber {S1 yang Dizetarakan) Orang/Jam Rp 200,000.00
b NnarasumberfPenceramah Orangj/Jam Rp 700,000.00
¢ Mentor Orang/Jam Rp 300,000.00
) d.  Hoanorarium Tentaga Akademis Orang/fJJam Rp 1,000,000.00
©.  lnstruktur Senam Orang/Jam Rp 300,000.00
__ _ % Tenags Keschatan Orang/Jam Rp 300.000.00
37 | _UJI KOMPETENSI ASN DAN DIKLAT FIM TK. Il
a. Kontribusi Uji Kopelensi (Aszessment Sederhana) Orang/Kegiatan Rp 3.500,000.00
. Kntribugi Seleksi Diklat Kepemimpinan TK.1l Orang/Kegiatan Rp 1,300,000.00
as LATHIAN PRAJABATAN
) 38,1  Golongan i1
o CPNS_(Lama 24 Bari] Orang / Angkatan | Rp__ 5,545,000.00
F T ay.2 Ei-olongan 1&1
~ CPNS (Lama 19 Hari Orang / Angkatan Rp  4,470,000.00
" " | "38.3 _Latsar CPNS
a.  Kunribusi Latsar Orang/Paker, Rp 9,500,000.00
b Penceramah Orang/Jam Rp 1,000,000.00
R ¢._ Pengajar Qrang/Jam Rp 200,000.00
. d. Coach Orang/Jam Rp 200,000.00
_ €. Mentor Orang/Jam Rp 200,000.00
— I Penpuji Orang/Jam Rp 200,000.00
B Instruktur Senam Orang/Jam Rp 200,000.0C
_ h. _ Tenaga Kesehatan Qrang/Jam Rp 200,000.00
a9 HONORARIUM UPACARA PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORFH G
MENINGGAL
e Rohaniawan Orang/Kegiatan Rp 400.000.0¢
Catatan = _
____ Khusus BKPSDM
“ap HONORARIUM FORKOPIMDA KOTA MAKASSAR
40.1 Forhopimda Utama
) _ . _a_ Ketua Crang/Bulan Rp  7,000.000.00
b Apggom Crang/Bulan Rp  6,500.,000.00
v Forkoplmda Utama
Anggota Orang/Bulan Rp 5.,000,000.00
- 40,2 Sekretariat Forkoplmdao
. Ketua Orang/Bulan Rp 1,000.000.00
i . Wakil Ketua Orang/Bulan Rp 850,000.00
¢ Sckretans Orang/Bulan Rp 750,000.00
_ . el r\ngﬁ:)u\
PNS Gol, IV Orang/Bulan Rp 750,000.00
PNS Gol, Il QOrang/Bulan Rp 750,000.00
. 40.2 _Sckm_t_arin_t Pelaksana
a. Kctua Orang/Bulan Rp 650.000.00
. b.. Anggow
PNS Gol. IV Qrang/Bulan Rp 500,000.00
. PNS Gol. 1) Orang/Bulan Rp 500,000.00
NS Gol. L& N Qrang{Bulan Rp 500,000.00
Non PNS QOrang/Bulan Rp 350,000.00
Cerlriran

mempunyai keluaran foutput) jelas dan terukur

bersifat koordinatif untuk pemerintgh doerch (lintas SKPD dan Luar
Pemerintah), temporer dar pelaksanaan kegiatannya perlu dipricritaskan

;ﬁt-m;mkan tugas tambahan ekt perangkapan  fungsi bagi yang
bersangkutan dituar tngas dan fungsi sehari-hari:

dilnkukan secaro selektif, efektf, dan efisien.

Jumluh Maksimal PNS dalam kepanitiaan Scbhangak 10 Org (Perpres 33
Tahun 2020)

- Jumlak Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang




Neo
1
a1 NOKORARIUM VERIFIKASI KELENGKAPAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
_ | KEPADA PARTAl POLITIK
) _ 4. Pengaroh (Walikota) Qrang / Bulan Rp 1,500,000.00
| __' _ =} Wiski) Penparah [Wakil Walikota) Orang / Bulan Rp 1,300.000.00
4 Penanggunp Jawab {Selcretaris Daerah) Orang / Bulan Rp 1,250.000.00
d  Kewa {Kepala SKPD) Orang / Bulan Rp 1,000.000.00
c.  Wnakil Ketua Orang / Bulan Rp §50,000.00
r. Sckretaris Orang / Bulan Rp 750,000.00
g Anggola PNS Orang { Bulan Rp 750,000.00
It Anggota Non PNS Qrang f Butan Rp 500,000.00
o Latcitun
memnpynyat kehearan foutput) jelas dan terukur -
bersifat koordinatl untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan
peloksanaan kegiatannye perlu diprioritaskan
moerupakon  tugas tambahan atau perangkapan  fungsi bagi  yang
bhersangkutan diluar tugas dan fungsi sehar-hari
- dilakukan secara selektlf, efektif, dan efisien.
Jumiah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33
Ffahun 2020)
humlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang
42 | HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FORUM KOMUNIKASI UMAT
BERAGAMA
bl T a7 Kewa Orang/Bulan Rp__ _1,000,000.00
b.  Walkil Ketua [ COrang/Bulan Rp 850.000.00
v Wakil Ketua Il Qrang/Bulan Rp 850,000.00
dJ Sekretaris Orang/Bulan Rp 750,000.00
e wakil Sekretaris Orang/Bulan Rp 650.000.00
. Anggela Orang/Bulan Rp 600.000.00
‘33 __HONORARIUM DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN HEBANGEAAN
I 4 Dewun Pembina Qrang/Bulan Rp  1,500,000.00
TTTh Keta Qrang/Bulan Rp___ 1,000,000.00
¢ SBekretaris Crang/Bulan Rp 750,000.00
. r\lpggoin
PNS Gol. IV Qrang/Bulan Rp 750,000.00 |
PNS Gul. I Orang/Bulan Rp 650,000.00
PNS Gl 1 & IT Orang/Bulan Rp 550,000.00
o Non PN35 Orang/Bulan Rp 500.000.00
_ Cotatorn .
muempunyal keluaran foutput} felas dan terukur
" bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah {lintas SKPD dan Luar
Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya periu diprioritaskan
rmcrupakan tugas tambehan atau perargkapan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehan-hari;
thinkukan sccara selektif, cfektf, dan efisien,
Jumlah Maksimal VNS dalom kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33
R Tahun 2020)
o - Jumiah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang
aq HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FFR KOTA MAKASSAR
a. Ketua Orang/Bulan Rp 1,000,000.00
3 b, Wakil Ketua Orang/Bulan Rp 850,000.00
) v, Sckretans Orang/Bulan Rp 750,000.00
1] Anggola Orang/Bulan Rp 600,000.00
A5 HONOHARIUM TENAGA AHLI NARASUDMEBER TIM KELOMFPOK KERJA FPUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN HEBANGSAAN HOTA MAKASSAR
4. Ketun Orang/Bulan Rp 1.000,000.00
- b, Wakil Kctua Orang/Bulan Rp 850,000.00
t.  Sckrelaris Orang/Bulan Rp 750,000.00
B d_ Anggota Orang/Bulan Rp 600.000.00
T a8 HONORARIUM HEHUMASAN
B 461 Puuci_nmpiqg Acara Wallkota, Wekil Wallkota, Sekdn
+  Anpgera Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS| Qrang / Bulan Rp 850,000.00
T 46.2 Monor Kegiotan Publikasi
- Tenaga ablif wartawan medin cetak dan elektronik Orang / Bulan Rp 500,000.0¢
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48.3 Honorarium E;as_u_mbcr Kehumagan
" Sarasumher ($2) Qrang/Kegiatan Rp 1,200,000.00
T Narnsuinber [51] Orang/Kegiatan Rp 1,100,000.00
1
Colatant T
Hhusus Kegintan Kehumasan Sekretariat Daerah Kotz Makassar
47
;lélﬂgg;\;![::l:xoﬁ‘iuDﬁN DAN PATWAL WALIKOTA, WAKIL WALIHOTA DAN Orang / Bulan Rp 1.500.000,00
a8 HONORARIUM HKEPADA SOPIR WALIKOTA, WAKIL WALIHOTA SERRETARIS KOTA )
DAN RUMAK JABATAN
s Sopir Walikota Orang / Bulan Rp 500,000.00
| . Sopir Rumah Jabatan Walikota Orang f Bulan Rp S500.000.00
i v Sopir Wakil Waliketa COrang { Bulan Rp 500,000.00
tt _ Sopir Rumah Jabatan Wakil Walikota Orang / Bulan Rp S00,000.00
T e Sepir Sekreturis Kota Orang / Bulan Rp 500,000.00
! supir Rumah Jabatan Sekretaris Orang f Bulon Rp 500,000.00
49 HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN DAN URUSAN
DALAMN PADA HUMAILL JABATAN
_ Priumusam Qrang / Bulan Rp 1,500,000.00
T Crtaateniy o
o _ Khusus Bagian Umum Sckretariat Daerah Kota Makassar
50 NAONORARIUM  PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
[(MUSIENBANG)
50.1 Tenaga Ahlifinstruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kecamatan 7
¢ meta___ Orang/Kegiatan Rp  1,000,000.00
i Mekreturis Orang/Kegiatan Rp 750,000.00
4 Narasumber Orang/Kegintan Rp 1,000,000.00
) d Moderator Orang/Kegiatan Rp 700.000.00
__®__ Anggola Orang/Kegiatan Rp 500,000.00
1 tendamping, Qrang/Kegiatan Rp 500,000.00
[ 50.2 Tenags Ahlifinstruktur/Norasumber Mustembang Tingkat kelurahan
4 Ketua o Orang/Kegiatan Rp 1,000.000.C0
i Sekretaris QOrang/Kegiatan Rp 750,000.00
[ Nurasumber Qrang/Kegiatan Rp 1,000,000.00
. i Moderator Orang/Kegiatan Rp 700,000.00
e Anppota Orang/Kegiatan Rp 500.000.00
f. Pendomping Orang/Kegiatan Rp 500,000.00
503 Tenaga Ahli/instruktur/Narosumber Musrembang Tingkat kota
' T TR TKetua = Orang/Kepiatan Rp 1,000,000.00
b Sekretaris Orang/Kegialan Rp 750,000.00
' “arasumber Orang/fJam Rp 1.000,660.00
i HModerator OrangfKepiatan Rp 700.000.00
v Anpyata Orang/Kegintan Rp 500,000.00
1 Sekretariat Orang/Kegiatan Rp 500,000.00_
- 504 Tenapa AhlifInstruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD
. __it_ hetua Orang/Kegiatan Rp 1,000,000.00
_ I Sekrelaris Orang/Kegiatan Rp 750,000.00
[ v Nomasumber Qrang/Jam Rp _ 1,000.000.00
U Muoderator Qrang/Kegiatan Rp 700,000.00
. Anggeta Orang/Kegiatan Rp 500,000.00
1 Sckrewriat Qrang/Kegiatan Rp 500,000.00
50.5 Binya Tronsportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan
B & Forom Qrang / Kegiatan Rp 150,000.00
b Peserta Qrang / Kegiatan Rp 100,000.00
50.5 Diaya Tra nzpartasi Musrcnbaog Tingkat Kelurahan N
L Puaseria Crang / Kegiatan Rp 100,000.00
51 HONORARIUM TENAGA PENGINFUT SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBEANGUNAN DAERAH (SIPPD) _
51.1 Sikem l'crcncg_ﬁ_g_nn Manajemen [SIM) Musrembang, RKPD dan Monovw
Tenaga Ahli IT Orang / Kegintan Rp 2.500.000.00

Niiuzus Non PNS

Kuusus Badan Perencanaan Pembangunan Deergh
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51.2 Tensgs Administrator SIPFD
- Tenaga Ahli IT Qmang / Bulan Rp 2,500,000.00
Qamtfm:
- Khusus Non PNS
- Khusus Badan Per Pembangunan Daerah
52 HONQRARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM GEOGRAFI INFORMASI BPASIAL [GIS)
- Tenaga Ahli IT Orang { Bulan Rp  2,000.000.00
Cataten;
- Khmuesus Non PNS
- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
53 RONOR PENYUSUNAN RKPD POKOK DAN RKPD PERUBARAN
., Pengarah [Walikota) Orang/Hegiatan Rp 1,500,000.00
b.  Walil Pengarah (Wakil Walikota} Orang/Kegiatan Rp 1,300,005.00
¢.  Penanggung Jawab (Sckretariy Duerah} QOrang/Hegiatan “Rp 1,250,000,00
d.  Ketua {Kepala SKPD] Qrang/Kegintan _Rp 1,000.000.00
e, Wakil Ketua Orang/Kegiatan Rp 850,000.00
f.  Sekretaris Qrang/Kegiatan Rp 750,000.00
_E. __ Angpota PNS Orang/Kegintan Rp 750,000.00
h.  Angpota Non FNS Crang/Kegiatan _Rp 500,000.00
Tim visuslisasi
a.  Ketua Qrang/Kegintan Rp 650,000.00
b.  Sekretaris Orang/Kegiatan R] 500,000.00
<. Aaggota Orang/Kegiatan Rp 350,000.00
Catatan :
- punyai keluaran {output) jelas dan terukur
" bersifat kvordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar
Pemerintaly), temporer dan pelaksanaan kegiatannya periu dipriontaskan
- merupakan tugas tambahan atau perangkopon  fungsi bugi yang
bersangkutan diluar rugas dan fingsi sehari-han;
- dilakukan seeara selektif, efeksif, dan efisien.
- Tidak dapat diberikan kepada PNS Bappedn
- Khusus Badan Perencanaan Pembanguncn Daerah
654 HOROR PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA
a. _ Pengarah [Walikota} Qrang/ Kegiatan Rp 1,500,000.00
L. Wakil Pengaruh (Wald) Walikota] Qrang/Kegiatan Rp 1.300,000.00
€. Penanpgung Jawab (Sckretaris Dacrah) Orang/Kegiatan Rp 1,250,000.00
d. _ Ketua {Kepala SKPD] Orang/Kegiatan Rp 1,000,000.00
e.  Wakil Ketun Orang/Kegiatan Rp §50,000.00
I Sekretwris Orang/Kegiatan Rp 750,000.00
g __Anggoia PNS Orang/Kegiatan Rp 750,000.00
h. _Anggota Non PNS Crang/Kegiatan Rp 500.000.00
Cotatan
- _mempunyai keluaran foutput) jelas dan terukur
: berstfat koordinanf untuk pemerintch daerch (tinias SKPD dan Luar
Pemenintah), temparer dan pelgksanaan kegiatannya perlu diprionitaskan
+ merupakan fugas tambahan otau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan dilvar tugas dan fungsi sehari-har;
-_dilakyukan secara selektif, efektif, dan efisien.
»_Ndak dapat diberikan kepada PNS Setda
- Khusus Bagian Pemerintahan Setda
55 HONOR PENYUSUNAN MEMORY LEPJ WALIHOTA
2. Pengarah (Walikota) Orang/Kegiatan Rp 1,500,000.00
b.  Wakil Pengarah (Wakil Walikota) Orang / Kegiatan Bp  1,300,000.00
€. Penanpgung Jawab [Sekretaris Dacrah) Orang/ Kegiatan Rp 1,250,000.00
d.  Ketun (Kepala SKPD} Crang/Kepiatan Rp 1,000,000.00
€. Wakil Ketua Orang/Kegiatan Rp 850,000.00
[, Sckrelaris Orang/Kcgiatan Rp 750,000.00
g Anggota PNS Qrang/Kegiatan Rp 750,000.00
h.  Anggota Non PNS Orang/Kegiatan Rp 500,000.00
fatan !

= mempunyai keluaran foutput) jelas don terukur

" bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar
Pemerintah), temporer dan pelaksanann kegiatannya perlu dipriortaskan

- merupakan fugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersanghkuton diluar tugas dan fungsi seharthari;

-~ dilakukan secarn selektif, efektif, den efisien.

+ Tidak dapat diberikan kepada FNS Setda

- Khusus Baigian Pemerintahan Setda




-1 HONOR PENYUSUNAN RPJMD
a. _ Pengarah (Walikota] Orang/Kegiatan Rp 1,500,000.00
L. Wakil Pengarh (Walkil Walikota] Orang/Kegiatan Rp _ 1,300,000.00
¢, Penangpung Jawnb (Sckretaris Dacrah) Crang/Kegiatan Rp 1,250,000.00
d.  Ketua [Kepala SKFD] Orung/Kegiatan Rp _ 1.000,000.00
£ Wakil Ketua Orang /Kegiatan Rp  8350,000.00
[ _ Sekretaris QOrang/Kegiatan Rp 750,000.00
_EB. _ Anggow PNS Orang/Kegiatan Rp 750,0{0.00
h.  Angeota Non PNS Crang/Kegiatan Rp 500,000.00
Tlm visunllsasl
0. Ketun Orang/Kegiatan Rp 650,000.00
b, Sekretaris Orang/Kegiatan Rp_ 500,000.00
c. __ Angeola Orang/Kegiatan Rp 356.000.00
Cataran &
- _mempurnyal keluaran foutput] jelas dan terukur
" bersifat koordingfif untuk pemerintah daerah {lintas SKPD dan Luar
Pemerintah), temporer dont pelaksaenaan kegiatannya perlu dipriontaskan
- merupakan tugas tambohan amn  perangkspan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas den fungsi sehuri-hari;
-_dilakukan secara selektif, efektif, dan gfisten.
- Khusus Badan Perencanaan fembang Daerch
57 HONOR. TIM YERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS [DAK)
8. Penparah (Waliketa} Qrang/Keglatan Rp _1,500,000.00
b, Wakil Pengarah {(Wakil Waliketa) Orang/Kepiatan Rp 1,300,000.00
€. Penangpung Jawal (Sekretaris Daerah) Orang/Kegiatan Rp __ 1,250,000.00
d.  Ketua [Kepala SKPD} Orang/Kegiatan Rp 1,300,000.00
e, Wakil Ketua Qrang/Kegiatan Rp £50,000.00
I.  Sekrelaris Orang/Kegiatan Rp 750,000.00
g _ Anggota PNS Orang/ Kegiatan Rp 750,000.00
h. _Anpgota Nou PNS Omng/Kegiatan Rp 500,000.00
Catatan .
- _mempunyei kefuaran foutput) felas dan terukur
) bersifat keordinatif untuk pemerintal doerah flintns SKFD dan Luor
Pemerintah), temparer dan pelaksanaan Kegiatannyn periu diprioniaskan
- merupakan tugoes  tambahan  aimu  perangkapan  fungsi bagi  yang
bersangkutan diluar tugas dan fungst seharl-har;
-_dilakuknn secara selektif, efektif, dan efisien.
- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
&8 HONORARIUM OPERATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN DANA TRANSFER
- Operator Penginpul KRISHA ( PNS/NGN PNSj Omng / Triwulan Rp 50,000.00
Catatan
- Khusus Bappeda
59 HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS
- Tenaga kontrak kerja wakiu terbatas Crang { Bulan Rp 1,500,000.00
Cataiar
~ Diberikan kepada tenaya kontrak kerja waktu terbatas
60 HONORARIUM KOORDINASI PENYELENGOGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI
HKECAMATAN
- Koordinasi Tripikm Qrang / Bulan R 600.000.00
61 HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS PENGELOLAAN
FERSAMPAHAN
a. Petugas Kebersihan {sopir, pekerjal Crang / Bulan Rp 1,000,000.00
b, Petugns Pemotong Rumput Qrong / Bulan Rp 1,000,000.00
¢ Fenyapu Julan Orang / Bulan Rp 1,000,000.00
d.  Pengemudi Kendnraan Rods Tiga Qrang / Bulan Rp 1.000,000.00
e, Petugas Pemeliharaan Taman Crang / Bulan Rp 1,000,000.00
. Tunjangan Operasional Harian [Petugas Kebersihan, Sopir Mobil Sampah, .
pemeliharaan taman dan Penjaga Ko?\aminer] i i Orang / Hari Rp 50.000.00
g Pembersih Selpkan/Drainnse Orang { Harni Rp 50,000.00

Catatan ;

- Khusus petugas pengelolnan persampahun di Kecamatan {Khusus Non

PNS, Bukan Konuirmk]




62 UPAH DAN TUNJANGAN OPS. PETUGAS EBRIGADE TAMAN DAN BOPIR FUKUDA] .
PENYIRAM (KECAMATAN]
8. Upsah Tenaga Non PNS Crang / Bulan Rp 1,000,000.00
b, OQperasional Tenaga Non PNS Orang / Heri Rp 50,000.00
Qgtmcm:
- Diseguaikan dengan kebutuhan, Bukan Kontrak atau Non-PNS
63 HORORARIUM PENINGKATAN HAPASITAS HKECAMATAK DAN OPERASIONAL
KELURAHAN
8. Ketun RT Omng / Bulan Rp _ 1.000,000.00
b,  Ketua RW Orang / Bulan Rp 1,000,000.0¢
c,  Koordinasi Tripika Orang / Bulan Rp __ 100,000.00
d. Petugas Swakelola Kelurahan Crang / Bulan Rp 1,200,000.00
€.  Tengga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan) QOrang / Bulan Rp 250,000.00
[. __Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan Kepulauan] Crang / Bulan Rp 700,000.00
Catatan ;
+ Khusus di Ki tan dan kelurahan
64 HORORARIUM IMAM RAWATIEB / IBIAM MESJID, IMAM KELURAHAN & GUR:UT
MENGAJL SE KOTA - MAKASSAR
4. lmam Rawatib / Imam Mcesjid Qrang / Tahun Rp  1,000,000.00
b.  Guru Mengaji Orang / Tahun Rp  1.000,000.00
£. __ Imam Kclurahan Crang { Bulan Rp _ 1.000.000.00
d.  Pemandi Jenazah Muslim Qrang / Tahun Rp 1,800,000.00
65 HORO ETUOAS MESJID KOMFLEXS DALAIKOTA, SERRETARIAT DPRD,
GABUNGAN DINAS
4. lmam Rawatib Qrang / Bulan Rp S00,000.00
b, Muadzin Orang / Bulan Rp 250,000.00
c.  Pengelola Mesjid Qrang { Bulan Rp 250,000.00
d.  Kebersihan Mesjid Orang / Bulan Rp_ 500,000.00
Catatan ¢
- Disesuaikan keburuhan
66 HONORARIUM CLEANIKG SERVICE PADA PUSKESMAS
a.  Rawat Inap Maks 2 Orang Orang / Bulan_ Re 750,000.00
b.  Tanpa Rawat Ilnap Maks 1 Orang Orang / Bulan Rp 750.000.00
¢.  Tukang Kebun/ Taman Muks | Orang Orang / Bulan Rp 750,000,00
57 HONORARIUM CLEANING SERVICE
» __ Cleaning Service [petugas kebersihan kantor) Crang / Bulan Rp 750,000.00
Catatan :
= Dis ikan kebutihan
[:3:] HONORARIUM PENGELOLA TAMAN KANTOR
= Scloctariat DPRD
. Ahli Pertamanan Chrang f Bulan Rp 1,000,000.00
| b.  Pembantu Qrang / Bulan Rp 500,000.00
Catatan
- Di ikan kebutuhan
69 HOKORARIUM PENGELOLA TAMAN BACA
- Pengelols taman baca Orang / Bulan Rp 400,000.00
70 HIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN BANDARA
- Pembuatan Kartu Pass Bandara Orang/Tahun Rp 3,600,000.00
Catatan :
- _Khusus Protokoler SETDA Kota
71 TRANSPORT PETUGAS PENGANTAR TAMU KE BANDARA
= Diberikan sebagai pengganti biava transport. Orang [ Hari Rp 150.000.00
Catatan :
- Khusus Pratokoler SETDA Koto
72| TRANSPORT KADER POSYARDU
- Transport Qrang / Bulan Rp 500,000.00
Catatan :
« Khusus Dinas Kesehatan
73 PELAYANAN KUNJUNGAR RUMAH 24 JAM
- Tim Ahli Pemeriksoan USG/EKG Per Lembar Rp 10,000.60
Catatan :

" Khusus Dinca Keschatan Menggunakan Rekening Narasumber/ Tenaga Akli
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74 BIAYA PEMERIHSAAN LABORATORIUM LAIK HYGIENE SANITASI TEMPAT
PENGOLAHAN MAKANAR
a.  Salmoncila Per Sampel Rp. 180.000.00
b.  E-Coli Per Sampel Rp 180.000.G0
Cnigtan
- Khusus Dinas Kesehatan
76 HORORARIUM PELAHKSANAAN PENGELONAAN KEGIATAN AMDAL
75.1 - s s o
Honor Tenaga Ahli Tim Teknis Komisi Penilni Amdal, penyusun Dokumen 1.000.000.0
Perencansan Lingkungan Hidup dan AMDAL untuk Proyek Milik Peruenintah Orang/Jam Rp [000,000.00
752 ponararium Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Lapangan |[Nan PNS) Orang/Kegiatan Rp 350,000.00
753 HPnur Tenaga Pendamping (M'cdiator untuk kasus Penyelesaian Sengketa LH, Orang/Kegiatan Rp 1.500.000.00
Diluar dan atau dengan pengndilan
754 Honor Tenaga Pendamping pengamanan untuk kegiatan penanganan atau s
pengaduan sengketa LY Omng/Kegiatan Rp 300,000.00
75.5 Honor Namsumber dari KLHK Satam 82 QOrang/Jam Rp 1,000,000.00
75.6 _ Honorarium Tenaga Ahli dan Akademisi 82 Qrang/Jum Rp 1,000,000.00
75.7 _ Honorarium Pengimputan data Uji Emisf Orang/Hari _Rp 300,000.00
75.8  Honorarium Penginput Kerapatan Qrang/Hari Rp 300,000.00
758 Honor Tenaga Pendamping saat Pengambilan Sample OLH Laboratorium Qrang/Kegiatan Rp 400,000.00
7500 yenorarium Pengambil Sampel Ambien (Kerjasama Laboratorium Terakreditasi) Crang/Lokasi Rp 300,000.00
75.11 Hororarium Analisasi TC (Traffic Caounting) Qrang/Hari _Ep 300,000.00
75.12  Honorarium Tenngn Penyaksian Pengambilan Sampel IPLC Qrang/Bulan Rp 200,000.00
76.13 Honor tenaga sampling uif laboratorium dar laboratorium terakreditasi untuk .
kegiatan peranganan pengaduan LH Orang/Kegiatan Rrp 400,000.00
75.14  Honor pendamping Penyaksian Pengambilan Sample Qrang/Hegintan _Rp 200,G600.00
75.15 _Biays Ujl Sampling Luboratorium Herdasarkan Poratoran LH
Ufi Xualltas Udara Pameter
a. 802 Titik Sampel Rp 56,000.00
b, NO2 Titik Sampel Rp 66,000.00
c. CO Sampel Rp 66,000.00
d.  PM 10
18P Titik Sampel Rp 132,000.00
Oposilas Titik Sampel Rp 132,000.00
Ufl Hualitas Air Limbah
Ujl Kualitos Alr Taneh Paramoter Flsikan
a. T53 Titik Sampe! Rp 22,000.00
b.  Warna Titik Snmpel Rp 16,300.00
¢, BAU Titik Sampel Rp 16,500.00
Paramotor Kimia
a.__ PH Titik Sampel Rp 11,000,060
b. COD Titik Sampel Rp T7.000.00
¢. EBOD Titik Sampel Rp 66,000.00
d. _ Minyak Lemak Titik Sampe! Rp 99,000.00
Paramcter Blologl
- Totnl Coliform Titik Sampel Rp 132,000.00
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76 HORORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PENGGAL! KUBUR, PETUGAS TFA,
PETUGAS KEBERSIHAN RTH DAN PETUGAS BANK SAMPAH
a. _ Petupas Penggali Kuburan Orang / Bulan Rp _ 1,000,000.00
b, Petugas TPA Orang / Bulan Rp 1,000,000.00
c. __ Petugas Pengelolaan RTH Orang / Bulan Rp _ 1,000,000.00
d. _Petugas Bank Sampah Orang / Bulan Rp _ _1,000,000.00
e. Tunjangan Operasional Hatian {Penggali Kubur, Petugas TPA, Pctugns Orang / Hasi &p 50,000.00
Pengelolaan RTH dan Petugas Bank Sumpah]
Catatan &
- Khusus Dinas Lingkungan Hidup
77 HORORARIUM TINM FERFUSTAHAAN KELILING
a. _ Koordinator Lapangan Qrang f Titik Layanan | Rp 55,000.00
b.  Anggota Orang / Titik Layanan ] Rp 50,000.00
78 HONORARIUM PENGURUS ASOSIAST LFM KOTA MAKABSAR
2. Ketua Orang / Bulan Rp 200,000.00
b.  Sekretaris Qrang / Bulan Rp 160,000.00
C.__ Anggota Qrang / Bulan Rp 130,000.00
79 OPERASIORAL KELEMBAGAAN LPM KOTA MAKASSAR
2. Ketua LPM Qrang / Bulan Rp _ 1,000,000.00
b, Sckretaris LPM Qrang / Bulan Rp 750,000,060
¢, Bendahora LPM Orang / Bulan Rp 750,000.00
d Ketua Forum Komunikasi LPM Orang / Bulan Rp 300.000.00
B0 INSENTIF KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM]
- Mader Pemberdoyaon Masyarakat Orang / Bulan Rp 250,000.00
81 HONORARIUM PENGELOLA RASKIN NOK PNS
a. _ Pendistribusian Raskin Orang / Kg 7.00 - B.00
b.__Penanggungiawab Raskin Crang f Kg .00 - 7.0¢
¢. _ Pengawas Raskin Orang / Kg $.00 - 6.00
82 HONORARIUN PANITIA PELAKSANA TP-PKK NON PNS
a.  Pengarah Qrang / Kegiatan Rp _ 400,000.00
b, Ketua Drang / Keginian Rp 350,000.00
€. Sckretoris Crang / Kegiatan Rp 300.000.00
d. Anggola Orang f Kegiatan Rp 250,000.00
83 HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
831 H rium Ponyuluhepn PERDA dan Persturan Walilota
- Penyuluh Orang f Kegiatan Rp 1,000,000.00
Catatan :
- Khusug Satuan Polisi Prajn; Apabila Berasal dari SKPD Sat Pol-PP Hanya
Berhak Diberikan Sebesar 50%
83.2 Honorarium Peop dnn Pengumanan Ketertiban
a. Komandan Kompi Qrang / Kepiaton Rp _ 1,100,000.00
b. _ Wakil Kemandan Kompi Crang / Kegiatan Rp  1,000,000.00
€. HKomandan Peleton Orang / Kegiatan Rp 900,000.00
d.  Wakil Komanden Peleton QOrang / Kegiatan Rp §00,000.00
e.__ Komandan Regu Crang / Kegiaton Rp 750,000.00
f. _ Wakil Komandan Regu Orang / Kegiatan Rp 700,000.00
g.__ Tennga Teknis Lalnnya Qrang / Kegiatan Rp 500,000.00
Cataton @
- Khusus Satuan Polisi Prajo; Non PNS
- Diberikan Secara Selektif
84 DIKLAT PEMBENTUKAN PPNS PERDA DAN MANAJEMEN PENYIDIK
a.  Diklat Pembentukan PPNS Ferdn Orang/Kali _Rp__ 23,000,000.0C
b. Diklat Manajemen Penyidik Omng/Kal Rp  18,000,000.00
Caratan
« Khusus Satuan Polisi Praja
BS
HONORARIUM TUNJANGAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
SATPOL KECAMATAN, DINAS PEMADAM KEBAHARAN DAN DINAS PEREUBUKGAN
- _Petugas Opcrasional Non PNS Orang / Bylan Rp__ 1,500,000.00
a6 HONORARIUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM 1 {SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
- TNl Qrang/Bulan Rp _ _1.500,000.00
- POLRI Omng/Bulan Rp  1,500,000.00
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87 HONORARIUM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
FERATURAN BUPATI/WALIKOTA
- Penvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Crang/Bulan Rp 1,500,000.00
- POLRI Crang/Bulan Rp 1,500,000.00
- KEJAKSAAN Orang/Bulan Rp 1,509,000.00
- PENGADILAN Orang/Bulan Rp 1,500,000.00
88 HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAR MASYARAKAT
+  Satuan Perlindungan Masyarakat [Satlinmas) Orang { Bulan Rp 1,500,000.00
- Tdak dapat diberikan kepada PNS/ Pegawni Kontrak SKPD Terkait
- Khusus Si 1 Polist Praja
89 g:nommum PEMAIN MUSIK DALAM KORFS MUSIK (KORSIK) GITA PRAJA WIBAWA Orang/Bulan Rp 500,000.00
.TPOL-FF
Calatan :
- Khusus Non PNS
90
HONORARIUM TIM PENDUHUNG PENINDAKAN LARANGAN PARKIR, TIM PENDUKUNG
PENINDAKAN TRUK TONASE B TON, TIM PENDUKUNG PENEGAMAN DISIPLIN JALAN
RAYA, DAN TIM PENDUNUKG PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
3. Ketua Orang / Bulan Rp 800,000.00
b.  Wakil Ketun | Orang / Bulan Rp 750,000.00
¢.  Wakil Ketua I Qrang / Bulan Rp 750,000.00
d.  Walal Ketua Il Crang / Bulan Rp 750,000.00
€. Wakil Ketua IV Orang / Bulan Rp  750,000.00
[, Sekretarls Orang / Bulan Rp___ 750,000.¢c0
B Wnkil Sekretaris ] Orang / Bulan Rp 750,000.00
h.  Wakil Sekretnris 11 Orang / Bulan Rp 750,000.00
i.  Wakil Sckretaris 1 Orang f Bulan Rp 750,000.c0
j.  Wakil Sekretaris [V Qrang / Bulan Rp 750,000.00
k. _ Anggota TNI Orang / Bulan Rp 425.000.00
L Anggota POLRI Orang / Bulan Rp 425,000.00
m. Anggeta KEJAKSAAN RI Orang / Bulan Rp 425,000.00
Cotatan
« Khusus Dinas Perhubungan
a1 HONORARIUM PETUGAS INSTITUSI MASYARAHAT TINGHAT KELURAHAN (FPPKED
dan SUB PPKBD)
91.1 Jasa Toowga Pendulming
. Kader PPKBD Omng/Bulan Rp 500,000.00
b.  Kader Sub PPKBD Orang/Bulan Rp 306,000,00
91.2 Cleaning Sorvice Bolai Ponyuluban KB Orang/Bulan Rp 500,000.00
Catgtan :
- Khuisus Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
a2 HONORARIUM PENGELOLAAN BEOKE (DAK)
a.  Fasilitator Kegintan BOKB Orang/Bulan Rp 400,600,00
b.  Qperasions) Knder Program KKBPK berbasis data QOrang/Kegiatan Rp  250,000.00
c. Op 1 Kadler Pelaksanaan KIE Qrang/Kegiatan Rp 125,000,00
Catatan
" Khusus Dinos Keluarge Bereneaing dan Pengendalian Penduduk; Non PNS
93 BIAYA TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENUNJANQ KEGIATAN KB
a.  Transport Kegiatan KB Bergerak (untuk Bidan) Orang/Kegiatan Rp 100,000.00
b.  Transport Kegintan BOKB Orang/Kegiotan 106,000.00
€. Tronsport Kegiatan Program KB Orang/Kegiatan Rp 50,000.00
94 HONORARIUM JASA TENAGA OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN JALAN /
DRAINASE / LAMPU JALAN
a.  Tenaga Mandor Crang / Bulan Rp 2,700,000.00
b.  Tenaga Operator Alat Berat Orang / Bulan Rp 2,700,000.00
¢ Tenaga Sopiy Orang / Bulan Rp 2,600,000.00
d.  Tenoga Operasionnl Pekerja Terampil Qrang / Bulan Rp  2.600,000.00
€. Tenagn Operasional Pekerja Pemula Orang / Bulan Rp _ 2,500,000.00
Cotatan :
- Khusus Dinas Pekerfaan Umum; Khusug Non PNS
95 HONORARIUM KELOMPOK SENI
- Penari dan Pemusik Kegiatan di Dalam Daerah Orang / Kegiatan Rp 500,000.00
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96 HORORARIUM KELOMPOK MUSIK
25.1 HKelompok Muslk Lokal
A Kelompok Band Klp Band / Kegiatan | R 8,000,000.00
b.  Kelompok Jarz Klp.Jazz / Kegiatan | Rp_ 10,000,000.00
96.2 Helompok Musik Naslonal
a.  Kelompak Band KipBand / Lags | Rp  15,000,000.00
b. Kelompok Jnzz Klp Jnzz / Lagu Rp _ 17,000,000.00
96.3 HKelompok Musik International
a._ Kelompok Band Klp Band / Lagu Rp  20,000,000.00
b, Kelompak Jazz Klp Jazz f Lagu Rp__ 25,000,000.00
c. _Artis Vokalis Orang / Lagu Rp  30,000,0G0.00
97 HONORARIUM KELOMPOK ARTIS DAN MODEL NASIONAL
97.1 Kclompok Artin Lokal
8, Artis Pop Orang / Lagu Rp 2,500,000.00
b, Artis Dangdut Crang / Lagu Rp 2,100,600.00
c. _ ArtsJazz Orang / Lagu Rp _ 2,500,000.00
97.2 Kelompok Artis Naszlonal
B. _ Artis Pop Qrang / Lagu Rp  10,000,040.00
b, Artis Dangdut Qrang / Lagu Rp _ 7,500,000.00
C.  Artis Jazz Orang { Lagu Rp__ 12,000,000.00
97.3 Modol Nasianal Qrang / Kegiatan Rp 4,000,000.00
97.4 Modol Lokal Qrang / Kegiatan Rp 1,000,000.00
98 HONOQRARIUM KEGIATAN EKXONOMI KREATIF FARIWISATA MAKASSAR
§8.1 Fusion Muslc
. Artis Nasional Qrang / Lagu Rp _ 30,000,000.00
b.  Crkesira Kelompok / Kegiatan | Rp 100.060.000.0¢
98.2 Fashl
a. Designer Nasional Qrang / Kegiatan Rp 30.000,000.00
b, Designer Lokal Orang / Kegiatan Rp 2,500,000.00
98.3 Film
a. _ Fee Sereening Film Pendek Film Rp 5,000,600.00
b, Fee Screening Film Panjang Film Rp _ 15,000,000.00
98,4 Kurator OrgflamfKeg Rp 1,100,000.00
98.5 Kelompok Scni Kelompok Rp  §,000,000.00
98.6 Polukia Orang Rp  15,000,000.00
Catatan;
» Khusus Dinas Pariuisata
99 HORORARIUM PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK,|
ELEKTRONIK DAY MEDIA LAINNYA BAIK DALAB DAR LUAR NEQERI
. Desain Grafis Orang / Bulan Rp 3,500,000.00
b, ‘Travel Writcra Orang / Bulan Rp 3.500,000.00
¢ Video Grafis Otung / Bulan Rp _ 3,500,000.00
d. Content Creator Orang / Bulan Rp 3,500,000.00
e, Influencer QOrang / Terbitan Rp  1,000,000.00
Cataten:
- Tidak Dapat Diberikan Kepada PNS/ NON PNS SKPD Terkait
- Khusus Dinns Pariuksate
100 HONORARIUM JURI LOMEA Qrang / Jam Rp 1,100,000.60
101 HONORARIUM PEMEACA DOA KEGIATAN Ormang / Kegintan Rp 490.000.00
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102 HONORARIUM MC
a. _ MC Lokal Orang / Kegiatan R 1,500,000.00
b.  MC Nasional Orang / Kegiatan Rp  2,500,000.00
Cotatan:
- Khusus Kegiatan yang Berskala Nasiona! dan Internasional
= MC Telah memperoleh sertifikat keahlion atau mempunyai pengalamun
103 HONORARIUM MASTER ASSESSOR Orang / Kegigtan Rp 3,000,000.00
104 HORORARIUM TIM KULINER
104.1 Tim Kuliner Naslonal
d.  Master Chef Nasional Orang [/ Kegiatan _Rp  10,000,000.00
b. _Tim Kuliner Nasional Orang / Kegiatan Rp  1,000,000.00
104.2 Tim Kullnor Lolm!
a.  Master Chef Lokal Qrang / Kegiatan Rp 2,000,000.00
b, Tim Kuliner lokal Orang [/ Kegiatan Rp  500,000.00
105 HONORARIUM PELAYANG
8. Pelayang Internasional Orang / Kegiatan _Rp 1,500,000.00
b.  Pelayang Nasional Orang / Kegiatan Rp 750,000.00
c.  Pelayang Lokal Orang / Kegiatan Rp 560,000.00
106 OFERASIONAL PENGELOLAAN UPTD EVENT
8. Makan Minum Harian Pegawai UPTD . Orung / Hari Rp 35,000.00
b, Tunjangan Op iongal Petugas Lapangan UPTD Event Orang / Hari/Xegiatan | Rp 100,000.00
€. Honorarium Non PN3 UPTD Event Crang [/ Bulan Rp 500,000.00
Catatar:
- Khususg Dinas Paruisafa
=_Khusus Non PNS SKPD Terkait
- Untuk Point a. dan b. dapet diberikan apabila melakukar kegiatan
lapangan
107 OFERASIONAL PENGELOLAAN UPTD LOSARI
a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD LOSARL Orang / Hari Rp 35,000.00
b.  Petugas Pemcliharaan Kebersihan/ Taman UPTD LOSARI Orang / Bulan Rp 1,000,000.00
c. __Tunjangan Oper ] Petugas Kebersihan/Taman UPTD LOSARI Orang / Hari Rp 50,000.00
d.  Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD} Orang / Bulan Rp 500,000.00
Catatan:
- Khusus Dinas Pariudsata
- Untuk Point a. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan
- Untuk Point b dan ec. Tidak dapat diberikan Kepada PNS/Pegawai
Kontrak SKPD Terkait
108 HONORARIUM WASIT/JURI PERTANDINGAN OLAHRAGA
a.  Wasn/duri Nasional Omng / Pertandingan | Rp 1,250,000.00
b.  Wasit/Juri Lokal QOrang / Pertandingan | Rp 756,000.00
109 HONORARIUM KRUSUSE HEGIATAN PEMBINAAN PRESTAS], KREASI DAN
PENDIDIKAN
2. Penanggung Jawab Pembinaan Orang / Kegiatan Rp __ 1,000,000.00
b.  Pelatih / Instrukiur Nasional Orang / Kegialan Rp 1,000,000.00
c. _ Pelatih / Instruktur Lokal Orang / Kegiatan Rp 750,000.00
d.  Wasit/Juri QOrang / Kegiatan Rp 750,000.00
e.  Tenaga Keamanon, Kebersihan dan Medis QOrang / Kegiatan Rp 500,000,00
f. _ MC Lokal Orang / Kegintan Rp  1.500,000,00
g, Pembaca Dea Orang / Kegintan Rp 500,000.00
h.  Keordinator Atlet Orang / Kegiatan Rp 750,000.00
gal'atan:
- Kh Dhiras Pemuda Dan Qlahraga
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10 | HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN REKRUTMEN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA
a,_ Instruktur Orang / Kegiatan Rp 1,500,000.00
b. _ Pengapit Qrang / Kegiatan Rp 1,000,000.00
c. Pelatih Orang / Repintan | Rp __2,000,000.00
d.  Naorasumber Qrang / Kegiatan Rp  900,000.00
e, Modzrator Qrang / Kegintan Rp 700,000.00
I.__ Paskibraka Nasional Qrang / Kegintan Rp 2,000,000.00
g Paskibraka Propinsi Qrang / Xegintan _Rp 1.000,000.00
h.  Pengibar Bendera Padu Har Besar Orang / Kegiatan Rp 500,000.00
Catatan;
- Khusus Dinas Permuda Dan Qlakraga
111 BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI
o, Makan Orang / Kali Rp  48,000.00
b, Snack Qrang / Kali Rp 24,000.00
Catatan:
Diberikan Secara Selektif
112 AKOMODASI DAN SEWA
#.  Bewa kend 1 roda 4 Unit / Hari _Rp 700,000.00
b.  Sewa kendaraan roda & [ Bus Sedang) Unit / Han Rp 2,500,000.00
c.  Sewa kendavaan roda 6 | Bus Besar) Unit / Hari Rp 3,000,000.00
d.  Sewa ruang / Gedung pertenuan Hari Rp _ 10.000,000.00
¢, Sewa ruang f Gedung pameran/konvensi Hari _Rp  50,000,000.00
f.  Sewa Gedung Arsip Box/Bulan Rp 4,500.00
R. Sewa Gedung Medin Promosi dan Informasi Kesehatan
- Sewa Ruang Pemeran Paket Rp  15,000,000.00
- Pameran Event Nasional Paket Rp 75,000,000.00
Catatan:
- Khusus pada Dinas Kesehatan
1. Sewn Gedung/Kantor/ Rumah Aman/Shelter
- Sewa Rumah/Kanwr P2TPZA Tahun _Rp _ 80,000,000.00
- Sewa Rumah Aman/Shelter Warga Tahun _Rp  45,000,000.00
_Catatang
- Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungar Anak
h.  Sewa Mobil Angkulan Jenazah Orang / Kall |_Rp 325,000.00
Catatan:
- Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup
i.  Scwa Transportasi Kapal Umum Wilayah Kepulauan Qrang/kali Rp 30,000.00
_J. _ Binya Angkutan Barang Wilayah Kepulavan Perunit/Perjalanan Rp 100,000.00
Catatan;
- Khusus Wilayah Kepuiguan
113 BELANJA JASA TENAGA AHLIJ/INSTRUKIUR/NARASUMBER DALAM KEGIATAN
PEMBUATAN FILM
113.1 Insan Perfilman
a. _ Penulis Bkenario Film Crang / Hari Rp 700,000.00
b.  Sutradara Film Orang / Hari Rp 2,500,000.00
¢, Artis Film Qrang / Hari Rp 250,000.00
d.  Juru Komera Crang / Hari Rp 500,000.00
c. Penata Cahayn QOrang / Hari Rp 200,000.00
. Penain Suatn Qrang / Hari Rp 250,000.00
g. _ Penyuniing Suar Orang / Hari Rp  300,000.00
h.  Penata Laku Film Orang / Hari Rp 209,800.00
i, Penatn Musik Orang / Hari Rp 250,000.00
j.  Penata Artistik Qmang / Hari Rp 250,000.00
k. Penvunting Cambar Orang / Hari Rp 400,000.06
1. Produser Film Orang / Hari Rp 1,500,000.00
m.  Visual cffect QOrang / Hari Rp 3,000,600.00
n  Kru Orang / Hari Rp 150,000.00
0. Casting dan Reaharzal Qrang / Hari Rp  500,000.00
p- __ Break down Skenario Qrang / Hari Rp 650,000.00
1. Lesteam / Audio Orang / Hari Rp 500,000.00
r._ Still Foto Omng / Hari Rp 400,000,00
s. __ Binya Artistik Orang f Hari Rp  2,000,000.00
113.2 Workshop Perfllman
a.  Moderntar Qrang / Hari Rp 700,600.00
b, Fasilitator Orang / Hari Rp 3,000,000.00

c.  Fasilitator Film

Qrang / Hari

Rp 600,000.00




114 HONORARIUM TENAGA AHLI SURVEYOR
114.2 Tonaga Ahll SBurvey Lapsngan Orang / Jam Rp 350,000.00
Catatan:
" Diberikan kepada tenaga ehli yang mempunyai sertifikasi surveryor
114.2 Survoyor Qrang/Responden/Kegiatar] Rp 8,000.00
Catatan:
" Diberikan kepada tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan
116 HONORARIUM SATUAN TUGAS PEKERJA SALURAN
- Sawgas Pekerja Saluran Orang / Bulan Rp 2,500,000.00
Ceataton:
-_Disesuaikan dengan kebutuhan, khusuy di Dinas Pekerjaan Umum
116 HONORARIUM PENGELOLAAN MESS FEMERINTAH KOTA
« Tenaga Pendukung Non FNS
8. Jasa Kebersihan Orang / Bulan Rp 1,500,000.00
k. Jasa Keamanan Orang / Bulan Rp 1,000,000.00
€. Sopir Qrang / Bulan _Rp 2,500,000.00
Catatan’
- Khusus Protokoler Sekretariat Dacrah Kota Makassar
117 HONORARIUM PENDAMPING ACARA WALIHOTA, WAKIL WALIKOTA, SEEDA
a.  Pendamping Tamu QCrang / Bulan “Rp 750,000.00
b, Anggota Pendamping Acara Pimpinan {Non-PNS$) Ormang / Bulan Rp 850,000,00
Catotan:
- Khwusus Protokoler Sckretariat Daerah Nota Mak
118 HORORARIUM TENAGA OPERATOR OPERATION ROOM SMART CITY DAN OPERATOR
CALL CENTRE
6. Tenaga Operator Operation Room Smart Ciyy Qrang / Bulan Rp  3,500,000.00
b, ‘Tennga Operator Call Centre Orang / Bulan Rp 2,750,000.00
Cataton:
- Khusus Dinas Komunikasi dan Mmformatike Kotn Makassar, Bukan
PNS/ Tenaga Kontrak
119 HONORARIUM ADVOKASI LABORATORIUN INOVASI
- Pengelola Ruangan Laberatodium Inovasi Qrang/Jam/Triwulan | Rp  2,400,000.00
Certatan:
- Khusus Badant Penelition dan Pengembangan Kela Makassar, Bukan
PNS/ Tenaga Kentrak
120 HONORARIUM TIM PENELITI PADA SEMINAR PROPOEBAL, SEMIRAR KEMAJUAN DAN
SEMINAR HASIL KEQGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN DAERAH
a.  Penilai Penelitian Orang/Jam/Penclitian | Rp 1,500,000.006
b.  Peneliti Utama QOrang/Jam/Penclitian | Ro 1,506,000.00
c.  Angpota Penclitian Crang/Jam/Penclitian | Rp 1,500,000.00
d.  Petugas Survey Orang/Responden Rp 8,000.00
e.  Pembaniu Lapangan Orang/Hari Rp 80,000.00
f. __ Pengolah Data CrangfJam/pengkajian] Rp 1,540,000.00
Catatan ;
- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PXS SKPD Terkait
- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daergh
121 HONORARIUM TIM PENELITI FADA SEMINAR PROPOSBAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN
SEMINAR HASIL KEGIATAN PENGKAJIAN KEBLJAKAN DAERAH
A, Penilai Penelitian Orang/Jam/Penclitian | Rp 1,500,000.00
b, Penellti Utama Crang/Jam/Penelitian | Rp 1.500,000.00
c. __Anggota Penelitian Orang/Jam/Penelitinn | Rp 1,500,000.00
d.  Petugas Survey Orang/Responden Rp 8,000.00
e.  Pembantu Lapangan Orang/Hari Rp £0,000.00
[ Pengolah Data QOrang/Jam/pengkajlan| Rp 1,540,000.00
Cuatatan @
- Tidak Di Berikan Kepada Peqowai PNS/ NON PNS SKPD Terkait
-~ Khusus Badan Penelitinn dan Pengembangan Daerah
122 HORORARIUM TIM PENILAI/REVIEWER JURNAL PENELITIAN DAN PERGEMBANGAN
DAERAH
- Penilai / Reviewer Artikel Jurnal Orang/Jam/Artikel Rp 1,500,000.00
123 HONORARIUM NARASUMEER/PEMBAHASAN/PRAKTISI/PROFESIONAL
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8. RKnrasumbe:; Lemhahas Kelas A Crang/fJam Rp 1,200,000.00
b. _ Namsumber/Pcmbahas Kelas B Orang/Jam Rp___1.000,000.00
¢, Narasumber/Pembahas Kelas C Orang/Jam Rp 900,000.00
Cararan !
- Tidak Di Benkan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait
- Khusus Sadan Penefitian dan fengembangan Daerah
124 HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHASAN/PRAKTISI/PROFESIONAL
a._ Normasumber/Peneliti Utama Tahap Penclitian Rp _15,000,000.00
b, Narasumber/Anggota Pencliti Tahap Penclitian Rp  14,000,000.00
¢.  Narasumber/Anggota Peneliti Tahap Penelitian Rp 8,000,000.00
Catatan :
- Tidak Di Berikan Kepnda Pegatwai PNS/NON PNS SKPD Terkait
Khustis Badan Penelitian dan Pengembangan Deerah
128 HONQORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN BARK SAMPAH
a.  Pengelala Bank Sampah Orang / Kegintan _Rp 500,000.00
b.  Petugas Pemilah PP Bening Orang / Kg Rp 1,500.00
¢, Petugas Pemilah PP Warna Orang / Kg Rp 200.00
d.  Petugas Pemiliah Plastik Campuran Blow dan HD Orang { Kg Rp 500.60
€. Petugas Pemilah besi dan Alma Orung { Kg _Rp 200.00
f.  Petugas Pemilah Plastik PET Orang / Kg Rp 400.00
g Petupas Pemilah Kenas Orang / Kg Rp 500.00
h.  Petugas Penpangkut/Bongkar Munt Orang / Hari Rp ¥5,000.00
i. Motaris Motor Tiga Roda COrang / Bulan Rp 2,000,000.00
j. Petugas Keamanan Crang / Bulan Rp 1,500,000.00
Catatan;
" Khusus UPTD bDaur UNang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
126 HORORARIOM PENGELOLAAN FRASARANA DAN BEARANA RUSUNAWA
a. _Jasa Pengamanan Qrang { Bulan Rp __ 1,700,000.00
b.  Jasa Retribusi Kebersihan Orang f Bulan Rp 1,200,000.00
¢, «asa Teknisi Qrang / Bulan Rp 1,350,000.00
d.  Petugas Adminisirasi Orang / Bulan “Rp 1,700.060.00
Caratan:
- Tidak Di Berikan Kepada Pegauni PNS/NON PNS SKPD Terkuoit
» Khusus Dinas Perumahan dan Kato Permukiman
127 HONGRARIUM KEGIATAN PENEREITAN BUKU
&, Layouter jorang luarj Qrang/Kegiatan Rp 800,000.00
b.  Editor {orang luar) Orang/Kepiatan Rp 800,000.00
128 HONORARIUM PADA UPTD/PENGELOLAAN KAREBOS]
a.  Petugas Kebersihan Qrang / Bulan Rp 1,000,000.00
b.  Petugas Keamnnan Qrang / Bulan Rp 1,000,000.00
¢. Perupnas Pemeliharaan Alat Orang / Bulan Rp 1,000,000.00
e, Petugas Perawstan Taman Crang / Bulan Rp 1,000.000.00
[, __Anggota Keardinator Lapangan Orang / Bulan Rp 750,000.00
Cataian:
= Khusus UPTD Lapangan Karebosi Non PNS
129 HONORARIUM PETUGAS TENANT GALERY PRODUK KOPERASI & UKM Crang/Bulan Rp 1,500,000.00
Latatan;
Khusus Nan PNS
130 HONGRARIUM UPTD KANRE ROKG
0. Koordinator Pemeliharaan Kebersihan Orang/Bulan Rp 1,500,000.00
b, Keordinator Keamanan Omng/Bulan Rp 1,500,000.00
c. __Koordinator Sarana dan Prasana Orang/Bulan Rp 1,500,000,00
d.  Petugas Kebersihan dan Tamian Orang/Bulan Rp 1.000,000.00
€. Pelugas Keamanan Orang/Bulan Rp 1,000,000.00
. Pelugas Saranha dan Prasarana Qrang/Bulan Rp 1,000,000.00
g _ Tenaga Non PNS (Petugns administrasi UPTD) Qrang/Bulan Rp 350,000.00
Cataren ;
Khusus Point "a s.d. f° Bukan FNS/ Pegawai Kontrak Pada SKPD Terkait
131 HONORARIUM TIM PERILAI LORMEBA UKM
a. _ Tim Penilai Lomba UKM Aniar Kecamalan Qmng/Jam Rp 1,200,008.00
b.  Jur Lomba UKM Antar Kecamatan drang/Jam Rp 1,60¢,000.00
Caotatan
Khusus Dinas Koperasi Dan UKM
132 COPERASIONAL PERGELOLAAN UPTD PERBENGKELAN
a.  Mpkan Minum Harian Pegawai Orang / Hari Rp 35,000.00
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b.  Makan Minum Satgas Perbengkelan Orang / Har _Rp 20,000.0Q
¢, Koordinator Tenaga Oper al Pekerja Termmpii Orang / Bulan Rp _ 2,700,000.00
d. Jasa Kebersihan Orang / Bulan Rp 1,.060.000.00
e.  Jasa Pengamanan Qeang / Bulan “Rp __ 1,500.000.00
Catatan :
Khusus Paint “d dane” Bukan PNS/ Pegatwari Kontrak Fada SKPD Terkait
133 OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PENYAMAKAN KULIT
a.  Jasa Petugas Keamanan Qrang/Bulan Rp 500,000.00
b.  Jasa Tenaga Ahli Operator Orang/Bulan _Rp 1,500,000.00
¢, Jasa Tenaga Ahli IPAL Orang/Bulan _Rp 1,500,000.00
d.  Jasa Tenaga Ahli Teknist Mesin Orang/Bulan Rp  1,109,000.00
Catatan :
Bukan PNS/ Pegmwari Kontrak Pada SKPD Terkait
134 HONORARIUM TENAGA OFPERATOR SISTEM INFORMASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
- Operator SIM Industri Nasivnal Orang/Bulan Rp 500,000.00
- Operalor Sembakota’ Qrang/Bulan Rp 500,000.00
Catatan :
- _Bukan PNS Pada SKPD Terkai
135 JASA PENGEMUDI MOBIL TRUCK & RODA PENGENDALI INFLASI
- Sopir (Non PNS) Qrang/Kegiatan Rp 500,000.00
136 BIAYA TRANSPORT QFERASIONAL PERINDUSTRLAN DAN PERDAGANGAN
- Transport Petugas Lag Orang/Hari Rp 100,000.00
- Transport pendata Hn_LPasar Orang/Hari Rp 100,000.00
137 OPERASIONAL FETUGAS LAPARGAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
4. Jasa Petugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak {Tripika)
Kapolsek dan Danramil Orang/Kegiatan Rp 700,000.00
- Anggota Polisi dan TNI Orang/Kegiatan Rp 500,000.00
©.  Jasa Petugas Pengambil Sampah di Laut Qrang/Bulan Rp 1,200,000.00
¢, Jasa Petugas Demplot Pertaninn ) Crang/Bulan Rp  1,200,000.00
d.  Jasn Petugas Demplot Petemakan Qrang/Bulan Rp 1,200,000.00
e.  Juru Mudi Spcedioat Orang/Bulan Rp 750,000.0¢
Catatar:®
- Khusus Dinas Perik 1 dan Perfanian
138 | TUNJANGAN OPERASIONAL KEGIATAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT
a. _ Pengawas Lapangan [Non PNS} Omng/Hari Rp 106,000.00
b. Juru Bavar (Non PNS} Orang/Hari Rp 100.000.00
c. __ Kepala Kelompok {Non PNS) Qrang/Harti Rp 100.000.00
d.  Tukang {Non PNS) Qrang/Hari Rp 100,006.00
c.  Pekeria (Non PNS} Orang/Hari Rp 100,000.00
Catatarn :
Khusus Dinas Ketenagakerjoan
139 HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PENGUPAHAN Qrang/Triwulan Rp  1.100,000.00
Coatatan ¢
Khusus Dinas Ketenagakerigan
140 | HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI LKS TRIPARLIT Orang/Triwulan Rp  1,100,000.00
Catatan :
Khusus Dinas Ketena jaar
141 HONORARIUM TENAGA AHLI INSTRUKTUR PELATIHAN Orong/JPL Rp 100,000.00
Cataten :
Khusus Dinas Ketenagakerjaan
142 | HOKORARIUM PADA P2TP2A DAN SHELTER (RUMAH AMAN]
2. TimJejaring P2TP2A Orang/Triwulon Rp 2,250,000.00
b, Tim TRC P2TP2A Orung/Bulan Rp  1,100,000.00
¢. _ Petugas Shelter (Rumah Aman] Orang/Bulan Rp 1.000,000,00
d.  Petugas Rumah Tangga P2TP2A dan Sheller [Rumah Amaxn) Orang/Bulan Rp  1,000,000.00
e.  Tim Shelter Warga Qrang/Bulan Rp 600,000.00
f.  Tennga Administrater P2TP2A Orung/Bulon Rp 700,000.00
__f  Tim Trafficking Orang/Triwulan Rp 750,000.00
Catainn:
= Khusuz XOX PNS

- Khusus Dinas Pemberd, n Perempuan dan Perlindungan Anak

143

HONORARIUM TENAGA AHLI PADA DINAS KEBUDAYAAN
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143.1 Tim Ahll Cagar Budayw '
a8, Profesor Crang/Bulan Rp 1,500,000.00
b, Doktor/S3 Orang/Bulan Rp__ 1,300,000.00
c,  Magister/S2 Orang/Bulan Rp  1,200,000.00
d.  Sarjana/351 Qrang/Bulan Rp  1,100,000.00
143.2 Tonsgs Ahli Kcbudaysan, Kwrator, Honscorvator, Edukator, Rogister,
Prepusator [Penota Pameran), Humas dan Pemasaran, Nurusumber Konservasi,
Nurasumbor Registrasi, Narasumbor Pongadean Koloksi, Norasumber Program
Publik, Akadomis! Budaya, Arkecologl, Sejorawan, Pokerja Museum dan
Sonimon
a.__ Profesar Orang/Kegiatan Rp  1,500,000.00
b,  Doktor/S3 Orang/Kegiatan Rp  1,300,000.00
c.  Magister/S2 COrang/Kegiatan Rp 1,200,000.00
d.  Sarjuna/S8) Qrang/Kegiatan Rp  1,100.000.00
143.3 Penjaga Makam Orang/Bulan Rp_ 500,000.00
134 HONORARIUM TIM SATGAS SABER PUNGLI KOTA MAKASSAR
4, Penanggung Jawab Orang/Bulan Rp 1,400,000.00
b.  Wakil Penanggung Jawab Omng/Bulan Rp 1,300,000.00
c.  Ketun OrangfBulan Rp 1,200,000.00
d.  Wakil Ketua Crang/Bulan Rp  1,000,000.00
e.  Sekretaris Orang/Bulan Rp 500,000.00
{. _Ketua Pokia Orang/Bulan Rp §00,000.00
g, Wakil Ketua Pokja Orang/Bulan Rp 750,000.00
h.  Sekretaris Pokja Crang/Bulan Rp 700,000.00
i, Angpota Qrang/Bulan Rp 650,000.00
_Catatan:_
-_mempunyai keluaran foutput) jelas dan terbur
= bersifat koordinatif untuk pemervintnh daerah {lintas SKPD), temporer dant
pelaksanaan kegiatannya pertu dipriontaskan
- merupakan tugay tambahan ateu peranglapan fungsi bagi  yang
bersangkutan diliar tugas dan fungsi sehanhars;
-_dilakukan secara selektif, efekif, dan efisien.
- Tidak dapat diberikan kepada Non PNS
- Khusus Inspektorat Kota
145 HONORARIUN ADMINISTRAS! LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
o Tenaga Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (Non PNS) Crang / Bulan Rp 1,000,000.00
Catatan
- Khusus Inspektorat Kota
146 HONORARIUM PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH [PPKD)
a. _ Pejabat Penyelesninn Kerugian Daerah [PPRD) Orang / Bulan Rp 5,000,000.00
b. Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) Orang / Bulan “Rp _ 4,000,000.00
- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
147 HONORARIUM MAJELIS PERTIMEBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
147,1 MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
4.  Ketua Qrang/Keg Rp_ 3,500,000.G0
b.  Sckrelaris merangkap anggeta Crang/Keg Rp  3,000,000.00
c,__ Anggota Orang/Keg Rp  2,500,000.00
Cetatan:
" Honorarium diberikan setelah sidang majelis TPTGR selesai dilaksanakar:
- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Duerah
147.2 SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMEANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
a.  Ketua Qmang/Bulan Rp 1,500,000.00
b.  Sckeetaris Orang/Bulan Rp 1,300,000.00
c.  Anggotn Orang/Bulan Rp 1,000,000.00
Catatan:

+ Khusus Badan Pengelvlaan Keuargan dan Aset Daerah
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143 HONORARIUM TIM PENYELESAJAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
148.1 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKED|
& Kews ) Qrang/Bulan Rp _ 1,500.000.00
b, Sekretaris Orang/Bulan Bp___ 1,300,000.00
¢ Anggotn Crang/Bulan Rp 1,000,600.00
148.2 SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGLAR DAERAH (TPKD)
8 Ketun Orang/Bulan Rp 1.000,000.00
b.  Sckretaris Orang/Bulan Rp 50D,000.00
¢ Anggota Qrang/Bulan Rp 860,000.00
Catatan:
» Khuisua inspektorat Kota
148 BONCRARIUM TIN TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
148.1 TIM TINDAKLARJUT HASIL TEMUAN PEROAWARAN
A, Ketun (Wakil Walikota) Qrang/Bulan Rp _ 3,000,000.00
b.  Sekretaris {Kepala Bagian Hukum) Orang/Bulan Rp 1,300,01:0.00
c. Anggota [PNS) Qrang/Bulan Rp 1,000,000.00
1481 BEKRETARIAT TIM TINDAKLANJUT HASBIL TEMUAN PENGAWASAN
& kKetua (Kasubag Bagian Bukum) Orang/Bulan Rp  1,000,000.00
b, Sakretaris QOrang/Bulan Rp_ 900,000.00
c. _Anggota [PNS) Qrang/Bulan Rp £00,000.00
Calatan:
»_Khusus Bagian Hukum Sekretanst Daerah
149 |  HONORARIUM TIM KOORDINASI, ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGAWASAN
9. HKetua Orang/Kegiatan Rp 800,000.00
b.  Wakil Ketua Orang/Kegiatan Rp 700,000.00
. Koordinater Drang/Regiatan Rp 600,000.00
d. Anggoia Orang/Kegiatan Rp 400,000.00
Catatan:
- _Tidak dapat diberikan kepada PNS/NON PNS SKPD terkait
- Khusus Inspektorat Kota
150 DIKLAT FUNGSIONAL BIDANG PENGAWASAR
&, Diklat Fungsional Pembentukan/Perjenjangan Orang/Kali Rp  15,000,000.00
b.  Dikiat Teknis Subsiansi Orang/Kali Rp  12,500,000.00
¢. __ Diklat Sertifikasi Prolesi Orang/Kali Rp  22,500,000.00
Catatan:
~ Khusus Inspektorat Kola
151 | UANG TRANSPORT TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI/MONITORING BEKP
» _ Uaag Transportasi Orang/Hari Rp 150,000.00
182 PENINGHATAN MUTU PENDIDIKAN DAN FENDIDIKAN KESETARAAN
152.1 Biayw Kontribusi Poangiriman Tlm Olimplade Olshraga SD/MI den SHP/MTs
ko Tiagkat Provinsl scrta Tim Festival dan Lomba Sonl Siswa SD/EMP/MTs
. Peseria Orang/Kegiatan Rp 700.000.50
b.  Pendamping Orang/Kegiatan Rp 700,000.00
152.1 Pongewas dan Pomcrlkaa untuk Uilen P patsn Helus Keset
4. Pengawas Ruangan COrang/Kegiatan Rp 400,000.00
b. Pemeriksa QOmang/Kegiatan Rp 500,¢00.00
Crtaton:

- Khusys Dinas Pendidikan




